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awab hal yang menjadi prioritas
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erutama terkait birokrasi yang
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ebagai pilot project percontohan.

Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan miniature pelaksanaan

reformasi birokrasi pada

ketja/satuan kerja yang

masyarakat. Diharapkan
predikat menuju wilayah t
Melayani (WBBM) dapat 1
yang lain tentang mener

unit kerja/satu
langsung
unit yang me

pelayanan publik yang prim
Kendala dalam melak‘l‘l‘ta_n

vang melaksanakan evalu?
pengisian lembar kerja ev
proses dan hasil evaluasi
WBK/WBBM, maka diper]
Integritas menuju Wilayah
dan Melayani (WBK/WBBN

PEMBA]I

KONSEP ZONA INTEGRITA
Key Points :
* Pembangunan zona inte
yang merupakan praktek |
administrasi publik dan
merupakan suatu kondisi
dan mampu memberikay

aluasi.
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S
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gritas terinspirasj
ebih jauh dari eks

. kerja, diutamakan pada unit
mberikan pelayanan kepada
bangun ZI dan mendapatkan

pebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
nenjadi percontoh
apkan tata KCIOL:L yang baik serta memberikan
a dan berintegritas.
evaluasi ZI Sa
si, tahapan evall'l
Oleh karé
i serta keberlan}utan pembangunan ZI menuju
ukan pedoman pembangunan dan evaluasi Zona
Bebas dari Korup

bagi unit kerja/satuan kerja

lah satunya adalah terkait SDM
asi yang harus dilakukan, serta
ha itu, untuk menjaga kualitas

si atau Wilayah Birokrasi Bersih

GRITAS

dari konsep “island of integrity”
istensi pengembangan keilmuan
nerintahan. Island of integrity

dimana unit kerjal

instansi pemerintah yang “imun”

1 tata Kelola yang terbaik meskipun instansi
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pemerintah disekitarnya didominasi oleh manajemen dan tata kelola yang
buruk

* Dalam literatur adm.u’}strasi publik, “lisland of integrity” juga diberi

istilah yang berbeda seperti “slands ojjaxcellence” (Therkildsen 2008),
“Islands of effectiveness” (Crook 2012)", “pockets of effectiveness”
(Leonard 2008; Roll 2011a) dan “pockets ofefficiency” (Geddes 1994). Namun
di tengah berbagai istilah| berbeda yang digunakan kesemuanya mengarah
kepada bagaimana membangun instansi pemerintah yang berintegritas di
tengah situasi dimana supra sistem.

Dalam karyanya Public Sector Refgrms and the Development of
Productive Capacities in Least Developmemg Countries (LDCs), Therdkildsen
(2008) menyatakan bahwa pelaksanaan || reformasi administrasi dapat
dilakukan melalui “islands of excellence”.||Islands of excellence mengacu
kepada organisasi yang secara sengaja melglui desain atau skema tertentu
atau melalui upayanya sendiri, mengelola untuk menunjukan kinerja yang
terbaik dibawah situasi dan kondisi yang sulit. Untuk mengidentifikasi hal
tersebut memang bukanlah merupakan hal E*yang mudah apalagi ketika basis
data yang digunakan sangatlah lemah dan tidak bisa diandalkan. Istilah lain
diungkapkan oleh Crook s¢bagai islands of effectiveness (Crook, 2012) untuk
menciptakan unit untuk| menghasilkan tata kelola pemerintahan yang
berkualitas dan efektif ﬁdé'lk harus melalui sumber daya yang terlalu besar.
Istilah lain juga diungkapkan oleh Hout (20[13) yang menyampaikan bahwa
ada dua strategi yang dilakukan untuk menciptakan pocket ofeffectiveness,
yaitu-11 -internal strategy dan external strategy. Internal strategy diambil dari
visi manajemen dan ideolpgi yang kuat dari pimpinan organisasi sehingga
asitas manajemeln. Sementara strategi eksternal
“steering awayj| dari pengaruh politik dalam
ipakan langkah uptuk menghindarkan organisasi
dari kooptasi politik sehingga organisasi dapat berjalan dengan lebih efektif
dan efisien. Dampak dari| pelaksanaan island ofintegrity setidaknya dapat

e

1. Menciptakan kinerja
performancej;

2. Efisiensi yang lebih besdr;

organisasi yang {|bebas korupsi (corruption-free

3. Mempengaruhi sistem yang lebih luas (Zuniga, 2018).
L of Integrity

Menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi merupakan dampak
sekaligus tujuan utama |dari pelaksanaa'n island of integrity. Melalui
pelaksanaan island of integrity diharapkan tercipta sumber daya organisasi

b
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yang berintegritas dan terh
island of integrity adalah el
menciptakan organisasi y.
daya yang lebih minimal

indar dari korupsi
isiensi yang lebih]
ang lebih efisien.

akan dihasilkan

penting lainnya dari
mempengaruhi sistem y
island of integrity dihara
untuk mempengaruhi sist
menghasilkan lebih banyaX

. MEKANISME PEMBANGUN
Untuk dinilai mampu
pemerintah terlebih dahul
ZI dengan baik, Dalam pe
perlu menjadi perhatian
penilaian/evaluasi secara i

elaksanaan isla
g lebih luas. Uni]t
kan mampu meq
em organsasi yarn
* unit organisasi y4

mendapat pre
1 perlu memastiki
embangunan ZI, {:
instansi dan Y
nternal dan pengu

AN ZONA INTEGRI

j. Dampak lain dari pelaksanaan
besar karena organisasi mampu
Dengan menggunakan sumber
putput yang lebih optimal. Hal
nd ofinfegrity adalah untuk
organisasi yang melaksanakan
lularkan virus keberhasilannya
g lebih luas, sehingga mampu
ing memiliki ZI.

TAS

dikat WBK/WBBM, instansi
an terlaksananya pembangunan
erdapat beberapa tahapan yang
imit kerja sebelum dilakukan
sulan kepada TPN.

AHARM PENCANANG

AN ZONA If‘I'I'EGRI'I‘ASl

]
!

Pencanangan Pembangune
suatu instansi pemerintat

an ZI adalah dek

arasi/pernyataan dari pimpinan

1 atau pimpinan

unit kerja bahwa instansi/unit

kerja telah siap membangun ZI. Pencanangan Pembangunan ZI dilakukan

oleh instansi pemerintah
sebagian besar pegawainys
Penandatanganan dokum
massal/serentak pada sa:
pelantikan dalam rangka
instansi pemerintah yan
Dokumen Pakta Integs
pencanangan pembangun

F

/junit kerja yané
| telah menandatar
len Pakta Integlr
at pelantikan, bai]
mutasi kepegawaile
g belum selurul
itas, dapat me¢
ZI

Kegiatan pencanangan merupakan langkah
tidak diwajibkan terdapat acara yang khusus

akan tetapi yang u

a adalah peny

instansi/unit kerja sedang melakukan upa

kualitas pelayanan melalui

pembangunan Zli

pimpinan dan seluruh atau
1gani Dokumen Pakta Integritas.
itas dapat dilakukan secara
< sebagai CPNS, PNS, maupun
in horizontal atau vertikal. Bagi
| pegawainya menandatangani
lanjutkan /melengkapi  setelah

awal pembangunan ZI, namun
/formal pada saat pencanangan,
vebarluasan informasi terkait
a peningkatan tata kelola serta

(FAHABI PENETAPAN

UNIT KERJA

!
i

L

Penetapan unit kerj
telah dilakukan oleh pi
ditetapkan adalah unit ker;
1. Unit kerja yang melak
pemerintah;

Unit kerja yang me
budaya anti korupsi da
Unit kerja yang memn
melakukan pembangun

2.

h ZI merupakan ’t
mpinan instansi
ja yang memenuhi
sanakan layanan

miliki risiko tian
N pelayanan prim

indak lanjut pencanangan yang
pemerintah. Unit kerja yang
kriteria antara lain:

utama (core business) instansi

bgi  dalam rangka penegakan

punyai dampak
an ZI;

luas pada masyarakat apabila




NGUNAN UNIT KERJA

Setelah Instansi
selanjutnya harus dilaj
Unit kerja perlu mela]
harus disesuaikan de

Pem

kerja, isu strategis d
perlu disusun berba
permasalahan-permasal
diselaraskan dengan en

Lebih lanjut untuk 1
berjalan dengan baik, 1
terdiri dari pejabat d
pembangunan pada ti
kemudian menyusun ¢
terukur dan memiliki
kemudian dilaksanakarj

Dalam pembangun
dan menjadi perhati

a Membangun komi

ana-]]adalah:

lerintah menetap
kukan adalah pe’fJ
kan penetapar
gan hasil identi

Jai solusi yang
lahan. Program-j
am area perubaha{J
memastikan bahw:
maka unit kerja

an pegawai pada
ap area perub

lan mengkoording
target yang jelas
} dengan seluruh a;
a1 ZI pada unit ker

tmen antara Pi

fi
risiko-risiko yanlgt(

kan unit kerja, maka yang
nbangunan area perubahan ZI.
program pembangunan ZI ini
asi jenis layanan utama unit
dihadapi oleh unit kerja. Lalu
inovatif sesuai proritas atas
rogram  kerja ini  kemudian
n yang ada pada ZI.

A setiap program kerja ZI dapat
prin membentuk tim kerja yang
unit kerja untuk melakukan
an. Tim-tim kerja inilah yang
sikan rencana kerja/aksi yang
dalam pembangunan ZI untuk

nggota untuk kerja.

a, hal-hal yang perlu dilakukan

mpinan dan pegawai dalam

r-unsur pembangunan ZI seperti

pelayanan publik dan persepsi

$ya perbaikan pelayanan publik

kegiatan yang
arakat atau stakeholder;

sifatnya

|.'—.1_]'em<'-:r1 media dalam rangka

yang dilakukan oleh unit kerja

pembangunan ZI;

b. Memperhatikan dan melengkapi uns
dijelaskan pada unsur pengungkit;

¢. Melaksanakan survei mandiri terkai
anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;

d. Membuat berbagai inovasi dalam up
dan pencegahan korupsi;

e.  Melaksanakan program atau
bersinggungan langsung dengan masy.

f Membuat strategi | komunikasi/m
menginformasikan semua perubah
kemasyarakat;

g Melakukan monitoring dan evaluas%

yang dilakukan oleh

1 unit kerja yang dlj

secara berkala atas kemajuan
usulkan.

PEMANT

AUAN PEMBANGUNA&‘

.
ZONA INTEGRITAS
| .

Selama unit kerja m
perlu dilakukan pend
(TPI). Hal ini unty
pembangunan ZI berjal
itu, TPI dalam proses pe
a. Menjadi tempat kot

ZL

b. Menjadi fasilitator
dalam rangka pemn
mempunyai pemabh:
komponen pembang

c¢. Berkonsultansi kep

kerja.

aman dan persep
unan ZI;
ada TPN terkait p

mbangun ZI di In
npingan dan pem
k memastikan

an sesuai dengan
zmbangunan juga

dalam pemberia
bangunan ZI di J

ternalnya masing-masing, maka

ntauan oleh Tim Penilai Internal
bahwa pelaksanaan program

ang direncanakan. Oleh karena
empunyai peran untuk:

1suitasi bagi unit | kerja yang sedang membangun

asistensi dan pendampingan
nit kerja sehingga unit kerja
1 yang sama terkait komponen-

ses pembangunan ZI pada unit



Dalam hal pemantauan berkala, IPI harus mampu melakukan
penilaian terhadap pembangunan ZI yat; s dilakukan oleh unit kerja dan
hasil penilaian tersebut disusun dalam| bentuk rekomendasi terhadap
pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja untuk diusulkan kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada tahap pembangunan sampai|{|dengan tahap evaluasi hasil
pembangunannya, terdapat area-area yang menjadi yang perlu diperbaiki
dan dioptimalkan baik|oleh Tim kerja Z pada unit kerja maupun TPI.
Pembangunan area-area perubahan ini akan dapat membantu pencapaian
sasaran ZI yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
serta meningkatnya pglayanan publik (yang prima. Hubungan antara
pembangunan enam area dan hasil yang akan dicapai akan digambarkan
lebih lanjut dalam kerangka logis pembangunan ZI.

C. KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pembangunan ZI mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil.
Komponen pengungkit menupakan aspek tat kelola {governance) internal unit
kerja dan komponen hasil merupakan baaimana stakeholder merasakan
dampal/hasil dari perubalian yang telah dilakukan pada area pengungkit.

Di bawah ini adalah gambar yang menunJ kan hubungan masing-masing
komponen dan indikator pembangun kompo len.

Gambar 2.

ubungan Komponen dan Indikator

Hasil 40 %
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Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, Pehguatan Pengawaljan, dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik merupakan komponen pe| gungkit yang diharapkan dapat
menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta
kualitas pelayana publik yang prima. Pada larea pengungkit terdiri dari dua
aspek, yaitu pemenuhan dan reform.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan
komponen hasil diukur melatui indikator-indikator yang dipandang mewakili
brogram tersebut. Sehingga dengan menilal indikator tersebut diharapkan
dapat memberikan gambaran pencapaian||upaya yang berdampak pada
pencapaian sasaran.

Melalui model tersel%lt dapat diuraikan bahwa program Manajemen




A. KOMPONEN PENGUNGKIT |

Proses Pemban%runan ZI pada asga pengungkit difokuskan pada
enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan
reformasi birokrasi{ Pembangunan ||area pengungkit merupakan
komponen yang menjadi faktor pens ntu pencapaian sasaran hasil
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Area tersebut |mencakup penerapan Manajemen Perubahan,
Penataan Tatalaksana, Penataan [Manajemen SDM, Penguatan
Pengawasan, Penguatan Akuntabililas Kinerja, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dimana dalam setiap
area tersebut, setlap unit kerja |lharus memperhatikan aspek
pemenuhan dan reform dalam pembangunan ZI.

Dalam membangun ZI, setiap unit kerja melaksanakan
pembangunan enam|area tersebut secara konsisten dan berkelanjutan
untuk mewujudkan|perubahan yangi|lebih baik dalam kualitas tata
Kelola pemerintah s¢hingga dampaknya stakeholder dapat merasakan
kualitas layanan y semakin prima dan bebas dari korupsi.

1.1 Manajemen Perubahan.
Manajemen Peruibahan bertujuan|untuk mentransformasi sistem
dan mekanisme kerja organisasi||serta pola pikir dan cara kerja
individu ASN | menjadi lebih ||adaptif, inovatif, responsive,
profesional, dan| berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan
perkembangan zaman dan kebuttthan masyarakat yang semakin
meningkat. Kondisi yang ingin dlC pai pada area perubahan ini;

a. Terjadinya perubahan pola pll{l‘[' dan budaya kerja pada unit

kerja yang diusulkan sebagai Z menuju WBK/WBBM

b. Menurunnya resiko kegagalan|yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan.

c. Terimplementasinya Core Valie ASN Berakhlak (berorientasi
pelayanan, ntabel, kompewE n, harmonis, loyal, adaptif dan
kolaboratif).

Atas dasar tersgbut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu

dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

Penyusunan| tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-

1) Unit kerja membentuk tim{untuk melakukan pembangunan

bangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Penyusunan| Dokumen RenoiI a Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

berikut:
1) Dokumen rencana Kkerja pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM telah disusun;

2) Dokumen rencana kerja pembangunan ZI nmenuju
WBK/WﬁlBM telah memupnt target-target prioritas yang

| 11




relevan | dengan tujuan|| pembangunan ZI menuju
WBK/WHBM; dan .
3} Terdapat|mekanisme atau|media untuk mensosialisasikan

pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
¢. Pemantauan| dan Evaluasi| Pembangunan ZI menuju

WBK/WBBM, l

Pemantauan] dan Evaluasi| Pembangunan ZI menuju

WBK/WBBM dilakukan demgan memperhatikan hal-hal

berikut:

1} Seluruh kegiatan pembangunan Z1 dan
WBK/WEBBM telah dilaksarakan sesuai dengan target yang
direncanakan; |

2) Terdapat|monitoring dan gvaluasi terhadap pembangunan
ZI menujp WBK/WBBM;

3} Hasil monitoring dan evalugsi telah ditindaklanjuti.

d Perubahan Ppla Pikir dan Budaya Kerja
Perubahan pola pikir dan ﬁudaya kerja dilakukan dengan

memperhatikkan hal-hal berikut:
1) Pimpinar berperan sebage{u role model dalam pelaksanaan
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM,;

Agen Perubahan telah ditetapkan;

Budaya kerja dan pola pikjr telah dibangun di lingkungan
organisasi; dan

Anggota organisasi terlibat:
WBK/WBBM.,

2)
3)

4 dalam pembangunan ZI menuju

2. Aspek reform
Pada aspek refé
dengan melihat |
a. Komitmen dalam Perubahan:

1) Agen perubahan telah mem
2) Perubahan yang dibuat a;g
dalam sigtem manajemen,

orm pengukuran Keberhasilan area ini dilakukan

zondisi apakah:

buat perubahan yang konkret;
en perubahan telah terintegrasi

b. Komitmen pinan:
Pimpinan memiliki komitmen
birokrasi, dengan adanya targe
dokumen perencanaan instanslﬂ

1

rerhadap pelaksanaan reformasi
t capaian reformasi yang jelas di
nya.

Membangun
Satuan kerjs
menerapkan
sehari-hari.

1.2 Penataan Tata laksana
Penataan tata laksana bertujuan

Budaya Kerja:
./ unit kerja mem
nilai-nilai organ

h

i

angun budaya kerja positif dan
sasi dalam pelaksanaan tugas

untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas |sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,

efektif, efisien,
yang ingin dicap
a. Meningkatny

penyelenggar

an terukur pada
i pada masing-m4

aan manajemen px

7]l menuju WBK/WBBM. Target
1sing program ini adalah:

a penggunaan teknologi informasi dalam proses

*merintahan;
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b. Meningkatny

pemerintahal
¢. Meningkatny
Atas dasar tersq

dilakukan untuk menerapkan pen

1. Aspek Pemenuhi

a. Prosedur Op
Pengukuran
kondisi yang
1) Prosedur;

bisnis ing
2) Prosedur
3) Prosedur
Sistem Peme
Pengukuran
kondisi yang
1) Sistem p
2) Sistem k
3} Sistem p

erasional tetap (5

stansi;

engukuran kinerja

!

|* S

a efisiensi dan
n; dan
a kinerja unit ker)

but, maka terdap:’

AT1

indikator ini dil
seharusnya telahl
operasional tetar

operasional tetap
operasional tetap
rintahan Berbasisn|
indikator ini di

|

n /satuan kerja.

efektivitas proses manajemen

:J: beberapa indikator yang perlu

taan tata laksana, yaitu:

P) Kegiatan Utama.
akukan dengan mengacu pada
dilakukan, seperti:
» mengacu kepada peta proses

telah diterapkan; dan
telah dievaluasi.
Elektronik

seharusnya tel

pegawaian berba?
layanan publik be

2. Aspek Reform.

4} Telah d
pemanfa;

ilakukan monito
\tan teknologi infol
Keterbukaan Informasi Pubh'k(
Pengukuran| indikator ini dil;
kondisi yang seharusnya telahi
1} Kebijak tentang Kketerb
diterapkan; dan
2) Monitoring dan evaluasi pe
informasi publik.

o

\kur dengan melihj
Bisnis Mempeng

Aspek reform dit
a. Peta Proses

akukan dengan mengacu pada
dilakukan, yaitu:

berbasis sistem informasi;

is sistem informasi;

rbasis sistem informasi; dan
ring dan evaluasi terhadap
'masi.

hkukan dengan mengacu pada
dilakukan, seperti:
ukaan informasi publik telah

laksanaan kebijakan keterbukan

at kondisi apakah:
aruhi Penyederhanaan Jabatan

dilakukan dlingan melihat aﬂakah telah disusun peta proses
bisnis dengan adanya penyedeI hanaan jabatan ;
b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang
Terintegrasi;
1) Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan plelayanan publik yang lebih cepat
dan efisien,;

2) Implementasi SPBE teld
mendorong pelaksanaan p
lebih cepat dan efisien;

c. Transformasi Digital Memberﬂf

1) Transformasi digital pada I‘(
mampu memberikan nilaj
optimal;

2) Transformasi
pemerint
organisa

digital

Si secara optimal;

th  terintegrasi dan mampu

lelayan.f.;un internal organisasi yang

an Nilai Manfaat;

idang proses bisnis utama telah
manfaat bagi organisasi secara
administrasi

pada bidang

ahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi
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1.3 Penataan Sisten]
Penataan siste;n manajemen S

1. Aspek Pemenuh
a. Perencanaarn

3) Transforr
mampu |
optimal.

meningkatkan |
WBK/WBBM. T
adalah:

a. meningkatny
b. meningkatny
aparatur,
meningkatny
d. meningkatny
¢. meningkatny
Atas dasar hal
perlu dilakukan
yaitu:

C.

Organisasi.
Pengukuran
kondisi yang
1} Unit kerj

unit ker

kualifikasi pendidikan;

2) Unit kerj
unit kerjs
3) Unit ker
terhadap
Pola Mutasi |
Pengukuran
kondisi yang
1) unit kerjs
2} unit kerjs
dan
3) unit kerj
kebijakar
Pengembang
Pengukuran
kondisi yang
1} Unit Ke
pengemb!

nasi digital padal
memberikan nilai

| Manajemen SDM

profesionalisme S
arget yang mg:

ra ketaatan terhad
La transparansi da

a disiplin SDM ap
ra efektivitas mana
a profesionalisme
tersebut, maka t
untuk menerap

L1

4

51

Kebutuhan Pegd

indikator ini di

|b1dar1g pelayanan publik telah
|manfaat bagi organisasi secara

M aparatur bertujuan untuk
M aparatur pada ZI Menuju
dicapai melalui program ini

p pengelolaan SDM aparatur;
akuntahilitas pengelolaan SDM

tur;

jemen SDM aparatur; dan

DM.

dapat beberapa indikator yang
an penataan manajemen SDM,

'wai sesuai dengan Kebutuhan

akukan dengan mengacu pada

seharusnya dilaky
a telah membuat
anya dalam hal

a telah menerapke

1kan, seperti:
rencana kebutuhan pegawai di
rasio dengan beban kerja dan

rencana kebutuhan pegawai di

anya; dan
ja telah meneraj
rencana kebutuh

skan moniforing dan evaluasi
n pegawai di unit kerjanya.

[nternal.
indikator ini dils

kukan dengan mengacu pada

seharusnya dilakl
1 telah menetapkay

1 telah menerapkas

0. telah memiliki If
1 pola rotasi intern;

seharusnya d11ak1
Hja melakukan
angan kompetensi]

2} Dalam
pegawai,

kinerja pegawai;
3) Tingkat kesenjangan kompx
standar kompetensi yang d

jabatan;

TRENMYUSUNn renca

an Pegawai Berba%fls(‘-l‘{ompeten&
indikator ini dilakukan dengan mengacu pada

1kan, seperti:
1 kebijakan pola mutasi internal,;
1 kebijakan pola mutasi internal;

lonitoring dan evaluasi terhadap
al.
1kan, seperti:

’mining Need Analysis Untuk

12 pengembangan kompetensi

telah memper

mbangkan hasil pengelolaan

>tensi pegawai yang ada dengan
itetapkan untuk masing-masing
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4} Terdapat
untuk ms
lainnya

5) Telah
(capacity

6) Telah dil
pengemb
perbaikas

d. Penetapan Ki

Pengukuran

kondisi yang

1) telah me

dengan k
2) ukuran H
indikator
3) telah m
periodik;
4) hasil psg
diimplem

kesempatan /hak
engikuti diklat ma

building/transfer
alkukan monitori

inerja Individu.

seharusnya dilak!

nelakukan upaya

angan kompeten
1 kinerja.

I
3‘ag1' pegawai di unit kerja terkait

lﬁlpun pengembangan kompetensi

a pengembangan kompetensi
;:nowledge) ; dan

rlg dan evaluasi terhadap hasil
51 dalam kaitannya dengan

indikator ini dilakukan dengan mengacu pada

kan, seperti:

smiliki  penilaian
inerja organisasi;

kinerja individu yang terkait

dan
nilaian kinerja
entasikan mulai d

pemanta
e. Penegakan

Pengukuran | indikator ini di

an.
turan Disiplin/Ko

finerja individu tei]
kinerja individu 14'3
elakukan penguk

ah memiliki kesesuaian dengan
vel diatasnya;
uran kinerja individu secara

individu telah dilaksanakan/

lari penetapan, implementasi dan

le Etik/Kode Perilaku Pegawai.
akukan dengan mengacu pada

kondisi yang seharusnya djlakukan, seperti pelaksanaan
Aturan isiplin /kode if!tik /kode perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan; dan

Sistem Info

asi Kepegawaianl
Pengukuran | indikator ini dils

03

\kukan dengan mengacu pada

kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan
sistem informasi kepegawdian pada unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala
2. Aspek Reform
Aspek reform diykur dengan melihat kondisi apakah:
a. Kinerja Individu

Diukur den
dijadikan pe:
pegawai;

Pelanggaran
Pengukuran
apakah terja

1.4 Penguatan Akun
Akuntabilitas kij
pemerintah  un
kegagalan pelak
misi dan tuju
meningkatkan

timbangan untuk

Disiplin Pegawai.
indikator ini dilg
i penurunan pela'u
tabilitas
l.lelja adalah perwiL
1tuk  memperta

kukan dengan melihat kondisi

fividu telah berorientasi hasil
(outcome) sesuai pada levelnya;
Assessment Pegawai.
gan  melihat  ap;

nkah hasil assessment telah
mutasi dan pengembangan karir

kukan dengan melihat kondisi
nggaran disiplin pegawai,

jjudan kewajiban suatu instansi
gungjawabkan keberhasilan/

'sanaan program
Aan  organisasi.
kapasitas dan

dan kegiatan dalam mencapai
'rogram ini bertujuan untuk
akuntabilitas kinerja instansi
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1. Aspek Pemenuh

pemerintah. Target yang ingin dicd
a. meningkatnya kinerja instansi
stansi pemerintah.

b. meningkatmnya akuntabilitas i

Atas dasar tersgbut, maka untuk

ini digunakan indikator-indikator:
AT

a. Keterlibatan [Pimpinan.

Lgi)ai melalui program ini adalah:

pemerintah; dan

mengukur pencapaian program

Dalam penyelenggaraan siste

n akuntabilitas kinerja, salah

satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen

perencanaar] strategis unit

menyajikan

arah pengembar

kerja tersebut. Dokumen ini
gan yang diinginkan dengan

memperhatikan kondisi unit jkerja saat ini termasuk sumber

dimiliki,
Agar penjabar

daya yang
keberhasilan.

pimpinan instansi. Beberapa

strategi

pencapaian, serta ukuran

)| dokumen perencanaan strategis
ini dapat terlaksana dengan

baik dibutuhkan keterlibatan
hal yang harus dilakukan oleh

pimpinan in$tansi, sebagai berikut:

1)

Unit kerja telah melibatkaxil

pimpinan secara langsung pada

saat penyusunan perencanaan;

2)
penyusupan penetapan kin
Pimpinan
berkala.

Pengelolaan
Pengelolaan
kinerja, pen

3)

igukuran kinerja,

telah memant!l.u pencapaian kinerja secara

Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat

erJa dan

Akuntabilitas Kinr:tja
akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data

dan pelaporan kinerja. Untuk

mengukur pencapalan program ini digunakan indikator di

bawah ini:

1} Unit kerj
Dokume;

telah memiliki d
2) perencanaan tel
3)
4) Indikato
Measur
Unit kerja telah menyusun
Pelapor. kinerja telah

kinerja;

kinerja

5)
6)

7)

8) Unit kerja telah berupay:

yang menangani akuntahbili
2. Aspek Reform

Aspek reform di

Pengukuran| indicator ini dil

kumen perencanaan;
berorientasi hasil;

Telah terdapat penetapan I dikator Kinerja Utama (IKU);
telah memiliki  kriteria
le, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);

Specific,

laporan kinerja tepat waktu;
emberikan informasi tentang

Unit kerja telah membangun sistem informasi kinerja; dan

- meningkatkan kapasitas SDM

1kur dengan melihiat kondisi apakah:
a. Meningkatnya capaian kinexja?:

kan dengan melihat kondisi

persentase sasaran dengan caI laian 100% atau lebih;

Pemberian Reward and Punis
Pengukuran! indikator ini di
apakah hasil capaian/moni
dijadikan da
organisasi;

ent
kukan dengan melihat kondisi
oring Perjanjian Kinerja telah

sar sebagai pemberian reward and punishment bagi
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c. Kerangka Logis Kinerja |
Pengukuran |indikator ini dil kukan de¢ngan melihat kondisi
apakah ttz:japat penjenjangdn kinerja yang mengacu pada
kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan
kinerja selurnh pegawai.

1.5 Penguatan PengJawasan.
Penguatan pengawasan bertijuan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada
masing-masing (instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai
melalui program ini adalah: '
a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan

Negara oleh masing-masing instansi pemerintah;

b. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit
kerja; L

¢. Meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya
pencegahan KKN.

Atas dasar hal|tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang

perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

1. Aspek Pemenuhan.

a. Pengendalian Gratifikasi
Pengukuran| indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dil 'I kan seperti:

1) unit kerja telah memili public campaign tentang
pengendalian gratifikasi; d‘

2) unit kerja telah menI mplementasikan pengendalian
gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasar‘z Internal Pemerintah (SPIP)
Pengukuran| indikator ini d11 kukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dlla ukan, seperti:

1} unit kerja telah membangx.ll lingkungan pengendalian;

2} unit kerja telah melakukar} penilaian risiko atas unit kerja;

3) unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan

4) unit kerja telah mengkomunikasikan dan
mengimplementasikan SPIlkepada seluruh pihak terkait.

¢. Pengaduan Masyarakat.
Pengukuran| indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakitkan, seperti:

1) umit erja telah mengimplementasikan  kebijakan
pengaduan masyarakat;

2) unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil
penang pengaduan mls.sya_rakat;

3} unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan m'a_sya_rakat; dan

4) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat.

d. Whistle Bloung System.
Pengukuran| indikator ini dilakukan dengan mengacu pada
kondisi yang seharusnya dilakyikan, seperti:

1) unit kerja telah menerapkan whistle blowing system;
| 17
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1.6 Peningkatan Ku;

2} unit kerja telah melakukar;

blowing §

3} unit kerj
whistle b

e. Penanganan
Pengukuran
kondisi yang

1} Unit ke
dalam tu
Unit ker]
kepenting
Unit k¢

2)
3)
4)

5)
penang

2. Aspek Reform.
a. Mekanisme Pengendalian Akti

Pengukuran
apakah telg
secara berjer
Penanganan
Pengukuran
penanganan
Penyampaiai
Pengukuran
kondisi

1} Tingkat kepatuhan penyarn

Penyelen

wajib LHKPN;
2} Tingkat kepatuhan penyars

Aparatur

informasi

pegawai i

Peningkatay

upaya untuk meningkatkan kuali

pada masing-m
kebutuhan dan
kualitas pelay
kepercayaan ma
dalam rangka
menjadikan kely
perbaikan pelay:
Target yan
kualitas pelayan
a. meningkatny
murah, lebih

benturan

Unit kae-:ba telah melakul
benturan kepentingan; d
Unit ligba telah mening

evaluasi atas penerapan whistle

ystem; dan
menindaklanjul
fowing system.
Benturan Kepentij
indikator ini di

-
t

hasil evaluasi atas penerapan

1gan
akukan dengan mengacu pada

 seharusnya ditaky
ja telah mengid
pas fungsi utama;
a telah menyosic

{D—

ikan, seperti:
ntifikasi benturan kepentingan

isasikan penanganan benturan

an,;
.

|

telah meng

kepentingan;

1an benturan kepe

indikator ini dilia
h dilalkkukan me
ljang.

Pengaduan Masya
indikator ini dilak
pengaduan masy:
1 Laporan Harta Kl
indikator ini di

rimplementasikan  penanganan
tan  evaluasi atas penanganan

laklanjuti hasil evaluasi
ntingan.

atas

1tas
kukan dengan melihat kondisi
ranisme pengendalian aktivitas

rakat

ukan dengan melihat persentase
akat.

kayaan Pegawai

akukan dengan mengacu pada

Ly I

ara Negara (LH

Sipil Negara (LH
Pelaporan Har
rang tidak wajib L

alitas Pelayanan Py
N kualitas pelays
(t
asing instansi pel
harapan masyars
anan publik d

ipaian Laporan Harta Kekayaan
(PN) ke KPK bagi pegawai yang

wpaian Laporan Harta Kekayaan
KASN} melalui aplikasi Sistem
ta Kekayaan (SiHARKA) bagi
IKPN.
iblik.
nan publik merupakan suatu

as dan inovasi pelayanan publik
merintah secara berkala sesuai

kat. Disamping itu, peningkatan

lakukan untuk membangun

syarakat terhadap
peningkatan kese
|han masyarakat §
anan publik.
g ingin dicapai
an publik ini adals
a kualitas pelay%
aman, dan lebih

»)

penyelenggara pelayanan publik
zjahteraan masyarakat dengan
ebagai sarana untuk melakukan

melalui
th:

nan publik (lebih cepat, lebih
mudah dijangkau} pada instansi

program peningkatan

18




pemerintah;
standarisasi

instansi pe

pemerintah.

Atas dasar hal

perlu dilakuka
pelayanan publil

1. Aspek Pemenuhazll.

a. Standar Pelayanan.

Pengukuran
kondisi yang

1} Unitk
2} Unit ki
3} Unit

standdr pelayanan dan S

4} Unit t
dan m

b. Budaya Pela]

Pengukuran
kondisi yang

1} Unit ker

kemampuian dan/atau
budaya pelayanan prima;

meningkatny

e
meningkatha
penyelenggaraan pelayanan pu

a jumlah unit
pelayanan nasio:

pelayanan yang memperoleh
al dan/atau internasional pada

rintah;dan
indeks

tersebut, maka te
n untuk mene
<, yaitu:

indikator ini dil
seharusnya dilak
erja telah memiliks

erja telah memaklu

cerja telah melakll

2lah melakukan p
aklumat pelayanar

ranan Prima.

indikator ini dil;

kept

dlasan masyarakat terhadap
blik oleh masing-masing instansi

rdapat beberapa indikator yang
rapkan peningkatan kualitas

ukan dengan mengacu pada

jlﬂlzan, seperti:

kebijakan standar pelayanan;
imatkan standar pelayanan;

tkan reviu dan perbaikan atas
OP.

nblikasi atas standar pelayanan
.

kukan dengan mengacu pada

seharusnya dilaka

ja telah melakukie
ki

tkan, seperti:

in berbagai upaya peningkatan
ompetensi tentang penerapan

2) Unit kerja telah merm'lilizi informasi tentang pelayanan
mudah diakses melalui berbagai media;

3} Unit kerja telah memiliki
bagi pelaksana layanan

4) Unit kerja memberikan
layanan bila layanan tidak

5) Unit
terpadu/|

6) Unit kerj
c. Pengelolaan

1) Terdapat

terintegrasi dengan SP4N-I;

2) Terdapat
dan kons

3) Telah
ketuhan/

erja telah
terintegrasi; dan

n telah melakukar

pengaduan

1

media pengadua

sistem reward and punishment

kompensasi kepada penerima

sesuai standar;

memiliki sarana layanan

inovasi pelayanan.

dan konsultasi pelayanan yang

2

unit/penangungj
ultasi pelayanan

dilakukan eV
masukan dan kon:

apor!

iwab yang mengelola pengaduan

aluasi atas

sultasi.

penanganan
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d. Penilaian Kej
Pengukuran
kondisi yang]
1) Unit ker

terhadap

2) Hasil su
terbuka;

puasan Terhadap

indikator ini di

F

I
‘elayanan.

a'kukan dengan mengacu pada

seharusnya dila
a telah melakuk

\

1kan, seperti:

n survei kepuasan masyarakat

pelayanan;

rvei kepuasan n

asyakat dapat diakses secara

dan

3) Unit kerja telah melakukal

kepua

e. Peningkatan|Teknologi informal
1) Telah menerapkan teknolo

pelayan

2} Telah terbangunnya databa
3) Telah dilakukan perbaika

penggunaan teknologi
pelayan
2. Aspek Reform.
Pengukuran indikator ini dilakukan
a. Upaya dan/atau inovasi telah
publik;
» Kesesuyaian Persyaratan

Kompe
Peril

Kemudahan Sistem, Mel
Kecepe{tan Waktu Penyel
Kejelasan Biaya/Tarif, Gi
Kualitas Produk Spesiﬁkiasi Jenis Pelayanan;
tensi Pelaksana /W
u Pelaksana/Web;

masyarakat.

1 tindak lanjut atas hasil survei

i

5

gi informasi dalam memberikan

€ yang terintegrasi;

secara terus menerus terkait

C

informasi dalam  pemberian

dengan melihat:

mendorong perbaikan pelayanan

anisme, dan Prosedur;

¢saian;

Kualite

b. Upaya danjfatau inovasi

dipermudah;

Alurl
Terint

. Penanganan
Indikator in
pengaduan
melalui
bertanggung

B. KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunat
reformasi birokrasi te

Waktu| lebih cepat;
Pelayanan publik yang te:

ih pendek/singki
:grasi dengan apli

¢

atis;

(eb;

s Sarana dan prasarana,;
Penanganan Pengaduan

Saran dan Masukan.

pada perijinan/pelayanan telah

adu;
t;
asi.

awab.

pengaduan pelaya
i diukur dengar
pelayanan di megq
barbagai kanal/n‘u

1 ZI Menuju WBK
rtuju pada dua sa

nan
melihat tingkat penyelesaian
lia konsultasi yang disediakan
edia  secara responsif dan

dan WBBM, fokus pelaksanaan
saran utama, yaitu:

i
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1. Terwujudnya Pem

Sasaran terwujug
diukur dengan me

a. Nilai persepsi k

Nilai
terhadap staid
tingkat korupsg
Zl. Beberapa h

i.

iv.

Persepsi

Diskriminasi Pelayanan.

Untuk mej
dengan tid

kekerabatan, almamater dal!n

Kecurangs
Memastiksa
tidak sesy
kecuranga;

Menerima
Memastikz
merminta i
beriaku.

Percaloan.
Memastika

yva pemerintah

erintahan yang Ber‘sih dan Akuntabel

n yang bersih dan akuntabel

mnggunakan ukura

rorupsi (survei ekst

Korupsi

i yang terjadi pa
al utama terkait kd

mastikan bahwa u
ak membeda-heda

n pelayanan.

L.
I

rernal);
kuantitatif

merupakan hasil survei
holders yang terkit dengan suatu instansi tentang

unit kerja yang mengusulkan
mponen survei ini adalah:

nit kerja memberikan pelayanan
kan karena faktor suku, agama,
sejenisnya.

in bahwa tidak

erjadi pemberian layanan yang

lai dengan keten
T1.

imbalan dan/atau
m  bahwa wunit
mbalan dan/atau

in bahwa unit ke

terdapat

dapat berasal dari oknum

maupun
memiliki h

Pungutan
Memastiks
ketentuan

mengajukan ZI.
Capaian Kinerj
Capaian Kinerja lebih baik

{raktik—praktik p:e

ihak luar yang
ubungan dengan d

Liar.

an, sehingga mengindikasikan

gratifikasi.
kerja tidak menerima/bahkan

gratifikasi diluar ketentuan yvang

rja yang mengusulkan ZI tidak
rcaloan (baik pihak percaloan

pegawai pada unit layanan,
memiliki hubungan/atau tidak
lknum pegawai.

111 bahwa tidak ter)
standar biaya

a lebih baik.

adi permintaan biaya diluar dari
resmni pada unit kerja yang

dilakukan pengukuran untuk

memastikan bglhwa selain dari aspek pelayanan serta integritras,

unit kerja juga memperhatikan

ketercapaian kinerja terhadap

kinerja yang diperjanjikan. Kritgria capaian kinerja lebih baik
mencakup:

i.

iv.

Target kin
dari capai
baik dari
kinerja un

Target kinerja utama terc
nerja utama tahu1|='1

capaian ki
Target kin

an kinerja utameli

It yang sejenis; l

lelrja utama tercapdi lebih dari 100% dan lebih baik

tahun sebelumnya serta lebih

capaian kinerja nasional atau rata-rata capaian

pai 100% dan lebih baik dari
sebelumnya;

>rja utama tercapali 100% atau lebih, namun tidak

lebih baik dari capaian kinen'ja utama tahun sebelumnya;

Target kinerja utama tidak t!ercapai;
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A. PEMBANGUNAN ZONA INTIEGRITAS
Pembangunan ZI dilaksanakan pada unit k
langsung kepada masyar.
strategi nasional penceg
penunjukan pembangunan
Pendayagunaan Aparatur
rencana kerja prioritas refo

Dalam upaya mempercepat pembangunan
yang perlu diperhatikan yajitu:

1.

Beberapa hal tersebut

STRATEGI PERCEPATAN P

. Kemudahan dalam pelayanan.

. Program yang menyentuh masyarakat.

. Manajemen media.

V.

Kinerja utama tidak berorien

asi hasil.

2. Kualitas Pelayanan Publik yang prir

i
3 !

Sasaran Terwujudnya kualitas pelaﬁranan publik yang prima diukur

melalui nilai persepsi kualitas pelafc

rat atau pada unit
an korupsi (S

Komitmen pimpinan.

Landasan utama dal
adalah adanya komit
seluruh pegawai yan
memiliki peranan unt
birokrasi pada unit ke

en dari setiap |
ada dalam unit

menularkan se
janya.

Unit kerja yang berupaya menuju
menyediakan sumber daya manusial
dapat dipercaya dal

nan (survei eksternal).

rja yang berorientasi pelayanan
unit kerja yang menjadi sasaran
ranas PK) dan/atau terdapat

ZI pada unit—uni[ kerja tertentu dari Kementerian
Negara dan Ref| rmasi birokrasi sesuai dengan
rmasi birokrasi na

ional dan arahan presiden.

MBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.

#] terdapat lima langkah utama

m membangun !unit kerja menuju WBK/WBBM

2vel pimpinan yang diikuti oleh
kerja tersebut. Pimpinan harus
mangat dan visi terkait reformasi

WBK/WBBM harus mampu
yang kompeten, ramah, dan

memberikan pelayanan. Selain itu, unit kerja juga

perlu menyediakan berbagai fasilitas yéng lebih baik dalam menunjang

kemudahan pelayan

Unit kerja yang sedang membangun
mengenali pengguna | layanannya. Hal
program yang dibuat dapat langsu
memenuhi kebutuh

Monitoring dan evaluadsi.

Zi diharuskan untuk mampu
ini diperlukan agar program-
g dirasakan manfaatnya dan

serta harapan masyarakat.

Untuk memastikan bahwa program-program unit kerja yang sedang

membangun ZI tetap berada pada j
pemantauan dan evaluasi berkelanj
dapat dilakukan secara mandiri ole
didampingi oleh TPI.

Menetapkan strategi
aktivitas, perubahan
unit kerja yang memb

merupakan

membantu unit kerja dalaith pembangunan 2

lurnya maka perlu dilakukan
an. Pemantauan dan evaluasi
unit kerja tersebut dengan

komunikasi untuk memastikan bahwa setiap
dan inovasi pelay
angun ZI diketahut

an yang telah dilakukan oleh
oleh masyarakat.

trategi percepatan yang dapat
] dalam menuju WBK/WBBM.
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C. PENGUSULAN UNIT |

WBK,/WBBM.

Setelah seluruh proses
kerja dan telah dipan
selanjutnya dilakukan ad
dilakukan penilaian oleh 1|
dengan surat rekomendas
langkah dan proses penila
WBK/WBBM akan tertt
pembangunan ZI menuju

PARAF KQORDINALI

INSTANSU UNIT KERIE | PAEAS
SERPA
ASigteN 1

N,

—h—

KERJA  UNTUK

pembangunan
tau keberhasila

|
:

MENDAPATKAN

|

telah dilakukan

alah pengusulan
im Penilai Nasio

35i dari pimpinan

1ang secara je
K/WBBM.

WSkt 2.
KABAG . vty M

misfwimlos

i

ian terhadap unit

!

!
{
I
i

nya oleh TPI,
}.mit—unit kerja tersebut untuk
al melalui aplikasi online disertai
i;nstansi. Lebilh lanjut langkah-
i‘kelja untuk mendapat predikat
las dalam pedoman evaluasi

p&.r KOTA BAUBAU,

PREDIKAT

oleh unit

maka yang

{ODE AHMAD MONIANSE
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LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BAUBA!
NOMOR : §# TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN
BEBAS DARI KORUPSI DAN W
LINGKUNGAN PEMERINTAH KO’

EVALUASI PEl
OLEH

A. Mekanisme Evaluasi ZI Ma

Setelah unit kerja/satua
kerja/satuan kerja tersebt
kualitas pembangunan y
dibentuk oleh pimpinan in
memberikan rekomendasi
kerja yang sedang memba

mampu
pembangunan ZI.

TPl mempunyai tugas:
1} melakukan evaluasi tei
kerja/satuan kerja;
memberikan rekomend
pembangunan ZI;
menyampaikan hasil
kelayakan unit kerja
predikat Menuju WBK/
melakukan pemantau
mendapat predikat
Sekretaris Daerah.

2)

3)

4)

Hal-hal yang harus
evaluasi internal kepada u
1) memastikan tindak
100%;
memastikan hasil eval
WBK dan minimal “BB’
memastikan tingkat ke
komitmen dan pemah
ZI;
5) kualitas implementasi
implementasinya;
6) inovasi-inovasi yang tel
7} menentukan penilaian
8) capaian kinerja dari
kinerja pada tahun-tah

2)

3)
4)

U

EVALUASI ZONA
ILAYAH BIROKRA
['A BAUBAU.

BAB I
MBANGUNAN ZOI\II
TIM PENILAI INTH

ndiri oleh TPl

n kerja membang
it akan dilakukan
ang telah dﬂaku}
Istansi pemerintal

3

[INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
SI BERSIH DAN MELAYANI DI

A INTEGRITAS
RNAL

un ZI, maka selanjutnya unit
evaluasi oleh TPI untuk melihat
tann. TPl merupakan Tim yang
untuk melakukan evaluasi dan

(assess dan assist) terhadap unit kerja/satuan
ngun ZI. Pada imlﬂ»lementasinya, penilaian internal
dilaksanakan oleh APIP atau APIP yang dibaj
untuk melakuk

ntu unit lain yang ditunjuk yang
n

an penilaiand

rhadap pemban

asistensi pada komponen

nan ZI yang dilakukan oleh unit

asi perbaikan kepi

evaluasi kepada
/satuan kerja \
WBBM kepada TE]
an secara berk]a
enuju WBK/WBB

iperhatikan oleh
it kerja/satuan ki

asi penerapan Sl}
untuk Menuju
atuhan penyamps
an pimpinan se‘r

dari komponen

ah dilakukan oleh
dari hasil survei yg

unit kerja/satug
un sebelumnya.

ada unit kerja/satuan kerja atas

pimpinan instansi terhadap
png akan diajukan mendapat
\

la terhadap unit yang telah
M dan melaporkannya kepada

TPl pada saat melakukan

rria adalah:

jut hasil pengawasan dari APIP/BPK telah selesai

AKTP minimal “B” untuk menuju
3BM;

tian LHKPN dan LHKASN;

ta pegawai terkait pembangunan

pengungkit serta data dukung
unit kerja/satuan kerja;

ng didapat;
n kerja dan tren pencapaian
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Sebelum melakukan

perlu  meningkatkan
tentang substanst ko

1
dan hasil, serta pelati;'an tentang pengisi
sehingga hasil evalua

kualitasnya.

. Mekanisme Penilaian Ir
Beberapa hal yang hart
Pemerintah Daerah ada

GAMBAR 3. Mekani

%

evaluasi kepad

unit kerja/satuan kerja, TPI

kapasitas SDM
ponen pembang

evaluator, dengan pemahaman
nan ZI, enam area perubahan

iternal

lah sebagai berik
sme Penilaian Inte

Unit Kerja |

si yang dilakuka

s diperhatikan pa

]

an Lembar Kerja Evaluasi {(LKE}
n oleh TPl dapat diandalkan

da saat penilaian internal untuk
-
rnal pada Pemerintah Daerah

1} Bagi unit kerja/s
telah membangus

TPl memastikan

pengungkit dan h

2) TPl melakukan

bantu evaluasi d:

TPl menyusun
simpulan apakatl
memenuhi kriter
yang telah dilaky
Kota Baubau.

2. Lembar Kerja Evaluasi.

Pada saat melakukan
untuk mengetahui |
pengungkit dan hasil|

Lampiran III. Kompone]:

atuan kerja telah;
n ZI akan dilakukls
bahwa unit telall
jasil pembangunarn
1

membangun ZI, maka unit yang
n evaluasi oleh TPI. Selanjutnya
membangun Zl sesuai criteria
ZI;

evaluasi dengan
hn1 apabila telah sg
laporan hasil ey
1 unit kerja/satug
a untuk diajukarix
\kan oleh TPI kem

evaluasi, TPl melg
kualitas pembar};
LKE Evaluasi
penilaian pada [

L
F.

/|
]

nenggunakan LKE sebagai alat
lesai melakukan evaluasi, maka
aluasi internal yang memuat
in kerja memenuhi atau belum
evaluasi ke TPN. Hasil evaluasi
udian disampaikan kepada Wali

lkukan pengisian terhadap LKE
ounan Zi terkait Lkomponen
I sebagaimana terlampir pada
(E sesuai dengan table berikut:

Tabel 1. Komponen| Pengungkit
NO KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT

PEMENUHAN|DAN REFORM (60%)

1 Manajemern Perubahan 8%

2 Penataan Tata laksana 7%
3 Penataan Sistem| Manajemen SDM|| 10%
4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
5 Penguatan Pengawasan 15%
Peningkatan Kualitas Pelayanan 10%

Puplik
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Dalam komponen
penilaian,

reform (berupa pertan

area pengungkit) dengs
dari bobot per komponse

yaitu pern
pemenuhan dan sesus

pengungkit terbe
nenuhan  (berupz
i dengan LKE p
yaan yang men
an bobot terbagi
n pengungkit.

igi menjadi 2 (dua) Kriteria
\ pertanyaan yang sifatnya
da peraturan sebelumnya) dan
barkan perubahan di enam

’ asing-masing 50 persen (50%}

T

Tabel 2. Komponen Hasil

NO KOMPONEN BOBOT (40%)
Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel (2250)

1 Survei Persepsi Anti Korupsi 17,50

2 Capaian Kinerja 5,00
Pelayanan Publik Yang [Prima (17,50)

1 Survei Persepsi Pelayanan Publik 17,50

Komponen hasil mn
reformasi birokrasi, y
pelayanan publik yang
terhadap pembanguna
tersebut, TPl menyam;
pemerintah terhadap Kk
kerja. Kesimpulan hasil
1} apabila hasil per
pengungkit dan ha
maka TPl merekom
belum dapat diajuk
periu dilakukan per
apabila hasil per
pengungkit dan ha
TPI merekomendasi
mengajukan evalu:
mendapatkan predil

PENGAJUAN UNIT K
MEN

lerupakan gambl ‘an  pencapaian atas sasaran
aitu birokrasi y&_‘% g bersih dan akuntabel dan
prima. Setelah TPl melakukan penilaian internal
n ZI pada unit |kerja/satuan kerja sesuai LKE
paikan hasil penilaian kepada pimpinan instansi
rualitas pembanginan ZI pada unit kerja/satuan
| penilaian internalt
ilaian  internal ]menunjukan unsur penilaian
sil tidak memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM,
endasikan bahwaj unit kerja/satuan kerja tersebut
tan kepada Kementerian PANRB selaku TPN serta
baikan dan pembinaan kembali;

rilaian  internal |menunjukan unsur penilaian
sil memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM, maka
ikan kepada pimﬁnnan instansi pemerintah untuk
asi ke Kementerzian PANRB selaku TPN untuk
kat Menuju WBK/ WBBM.

BAB 11
(ERJA/SATUAN K']EIJRJA BERPREDIKAT
UJU WBK DAN W

Setelah TPl menyampaik
kerja/satuan kerja yang
menindaklanjuti  hasil
Kementerian PANRB
kelayakan unit

selaku
kerja/satu

Sebelum mengajukan usulan evaluasi kepada TP

harus diperhatikan oleh instans;
yaitu:

::%ambmgun VAR

evaluasi

FBM

ha:l;'l evaluasi terhadap  unit
impinan instansi pemerintah
engan  mengusulkan  kepada
dilakukan evaluasi terhadap
dikat menuju WBK/WBBM.
terdapat beberapa kriteria yang
| pemerintah terkait syarat pengajuan kepada TPN,

laporan

tersebut d

TPN untuk
kerja  berprg

26




|
|
TABEL 3.Kriteria Pengajuan Usulan ZI [Menuju WIBK/ WBBM

SYARAT MENUJU WBK I MENUJU WBEBM
Tingkat Opini BPK minimadl “WTP”
Instansi Predikat SAKIP ‘minimal | Predikat SAKIP
pemerintah agp : minimal
“BB”
+ Indeks RB Minimal | " ndeks  RB
CC untuk smerintah Minimal
Daerah CC untuk
Pemerintah
} Daerah
Level Maturitas SPIP Minimal Level|3
Tingkat unit Unit kerja/satuyan kerja yang ||diajukan
kerja/satuan | merupakan core
kerja layanan utama dari instansinya
Memberikan dampak yang [signifikan
terhadap persgpsi masyarakat!|, tentang
kualitas birokrasi
Persentase Penyelesaian Tinda Lanjut

Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%

LHKASN dan LHKPN 100%

Sudah melakukan pembangunan Z[ menuju
WBK minimal saty tahun :

Sudah melakukan
pembangunan  ZI
menuju WBBM
minimal satu tahun

Predikat SAKIR

minimal “B”

dari evaluasi

internal

Predikat SAKIP dari
evaluasi internal
minimal “BB”

Pengajuan evaluasi kepada TF
permohonan evaluasi pembangu
surat permohonan evaluasi sebag

'N tersebut di
nan ZI Menuju
aimana gambar 4},

ukan dengan membuat surat
'BK/WBBM kepada TPN ({contoh
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Gambar 4. Con

toh surat pengaju 3.{1 evaluasi TPN

Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dgri
Korupsi (WBK} /Wilayah Birokrasi Ber

Nomor : (Nomor surat)

Lampiran :-

Hal : Pengajuan Unit ker]
dan Melayani (WBBM)

KepadaYth.

Menteri Pendayagunaan Aparatu
Indonesia

Cqg. Deputi Bidang Reformasi
Pengawasan
Di

Jakarta

Dengan hormat, bahwa da
Pendayagunaan Aparatur Negara
XXX tentang Pedoman Evaluasi
melakukan upaya pembangur
Pemerintah). Berdasarkan lapor
Penilaian Internal (TPI) ZI (Nama

a/satuan kerja

#3

5ih

2

Birokrasi,

lan Zona Integritas di

1. (Nama Unit kerja/satuan k

erja)/ (predikat WBK atau WBBM)

2. (Nama Unit kerja/satuan kerja)/ {predikat WBK atau WBBM)

3. Dst.

Bebas dari Korupsi (WBK]} dan/
(WBBM).
Sehubungan dengan hal

Nasional dapat melakukan evaluasi atas unit

diusulkan tersebut.

Demildan kami sampaikan, atas perhatian/|dan kerjasamanvya, kami

ucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi Pemerintah

i (Tanggal pengajuan)

r Negara dan Refgrmasi Birokrasi Republik

Akuntabilitas Aparatur,

lam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri
dan Reformasi Bilrokrasi Nomor XXX Tahun
Pembangunan Zgna Integritas, kami telah
(Nama Instansit
an hasil evaluasi tahun XXXX oleh Tim
Instansi Pemerintqh), kami mengusulkan:

Sebagal calon unit kerja Jlsatuan kerja bexgpredikat Menuju Wilayah

tau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

tersebut, kami [mohon agar Tim Penilai
kerja/satuan kerja yang

dan

(Nalma}
NIP.
Tembusan :
Pada saat pengajuan, wajilh dilengkapi dengan surat pernyataan dari

kepala unit/satuan kerja
WBK/WBBM bahwa semua

vang diajukan || mendapat
data dan informasi

predikat
yang disampaikan telah

menuju

sesuai dengan fakta yang ada (Surat Pernyataan |fanggung Jawab Mutlak/SPTJM

tentang kebenaran data dukung)

sebagaimana padza gambar dibawah ini.
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Gambar 5. Contoh sy

rat pernyataan ta

1|ggung jawab mutlak

SURAT PERNYATAAN T
KEBENARA

Yth. Menteri Pendayagunaan Apa4
dan Reformasi Birokrasi

c.q. Deputi Bidang Reformasi Bire
Akuntabilitas Aparatur dan Peng;
di

Jakarta
Yang bertandatangar,
Nama : nama jelas sa
Jabatan : {(kepala satual
Alamat : (alamat satua

Sehubungan dengan pembangur
wilayah bebas dari korupsi. Wi
dengan ini menyatakan bahwa
yaitu:
1. Syarat satuan kerja/unit
sebenarnya,;
Data dukung pengungkit te
Data dukung tentang H
sebenarnya;
Apabila dikemudian hari tern
sampaikan tidak sesuai dengan
ditinjau kembali terkait pengus
pembangunan zona integritas.

2.
3.

Demikian pernyataan ini di

NGGUNG JAWAB
(N DATA PENDUKU
ratur Negara

ykrasi.
Awasarn

) di bawahini:

tuan kerja/ unit k
aj

n kerja/unit kerj
i

n kerja/ unit kerj

lan dan pengusula
layah birokrasi cfe
data pendukuné

kerja telah sesu

lah sesuai dengan
asil telah sesua

yata ditemukan
| keadaan yang se
ulan satuan kerj

£

bahwa data yang kami

MUTLAK (SPTJM)
ING

erja

—

h zona integritas menuju
n melayani tahun 20...,
yang kami sampaiakan,

ai dengan kondisi yang

kondist yang sebenamya;

i dengan kondisi yang

benamya, kami bersedia
1/unit kerja kami dalam

buat untuk diperg

oooooooooooo

aferai 10.000,-
Lma lengkap)

nakan seperlunya.

-------------

nbuat pernyataan

[T KERJA/UNIT KERJA

Selanjutnya Permohonan evalus
sistem informasi Penilaian Mand

151 pembangunan
liri Pembangunan

alamat website www.pmpzi.men

pan.go.id. PMPZI

bantu berupa aplikasi teknologi i
mempercepat proses pembangu
masing instansi pemerintah dal
monitoring dan evaluasi data. P

1. TPI untuk melakukan peni

kerja/satuan kerja;

formasi (TI) berb
dan pengaju

hal pengumpu
PZI ini digunakan

El

aian terhadap ku

Z1 kepada TPN menggunakan
Zona, Integritas (PMPZI) melalui
merupakan sebuah instrument
sis web. PMPZI bertujuan untuk
ZI yang dilakukan oleh masing-
lan dan pengolahan data, serta
oleh:

lalitas pembangunan ZI diunit
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2. Instansi Pemerintah untuk o
penilaian yang dilakukan TP
kriteria untuk diajukan kepag

informasi dalam rangka p
Pemerintah Kota.

Pengajuan evaluasi kepada TP}

tanggal 31 Mei setiap tahunnya.|Apabila terdapat j

TPN untuk meonitoring dan |evaluasi pemban.

elakukan pengaijt
kepada unit ker
a TPN;

nyusunan profil

melalui PMPZI

j

an evaluasi kepada TPN apabila
Ell/ satuan kerja telah memenuhi

gunan ZJ, pengelolaan data dan

pelaksanaan ZI pada tingkat

dilakukan paling lambat pada
perubahan terkait tanggal waktu

pengajuan evaluasi, maka Kementerian PANRB akan memberikan informasi melalui

surat pemberitahuan.

Infrastruktur dari P

Pemerintah :
Kabupaten/
Kota

EVALUASI PEMBA
TIN

Setelah pimpinan instansi pems
memenuhi kriteria menuju WB
beberapa langkah dalam rangka

Secara garis besar, alur evalus
langkah sebagai berikut:

A. Pra Evaluasi.
Pada tahap ini TPN mempel

1) memastikan bahwa
kerja/satuan kerja berp

ANGUNAN ZONA 1
1 PENILAI NASION;

PZI dapat dilihat
6. Infrastruktur

INFRASTRUKTUR PI

BAB 111

si pembangunan

rhatikan hal-hal sF
Instansi pemeriry
redikat Menuju W

syarat pengusulan tin

akan ditolak dengan| pemberitahuan
pertimbangan teknis lain dari TPN;

tidak memenuhi persy
dengan pemberitahuan

memastikan unit kerja/satuan kerja yar
pengusulan tingkat unit. Apabila unit ke
aratan diatas, n

%\'

rintah mengajukq&
K/WBBM melalui
evaluasi pengajua;
berpredikat menuju WBK/WBBM.

at instansi, Ape
mengusulkan tidak memenuhi persyara;

rada gambar berikut ini:
PMPZI

I

ViPZ! DARING
User di )
kementerian/
= lembaga

User di
Pemerintah
Provinsi

TEGRITAS OLEH
AL

n unit kerja/satuan kerja yang

PMPZI, maka TPN melakukan
1 usulan unit kerja/satuan kerja

Zl oleh TPN melalui beberapa

bagai berikut:

rah yang mengusulkan unit
BK atau WBBM telah memenuhi
bila instansi pemerintah yang
ran di atas, maka pengusulan
melalui PMPZI, kecuali ada

1g diusulkan memenuhi syarat
ja/satuan kerja yang diusulkan
aka pengusulan akan ditolak

melalui PMPZI, }

s
!

ecuali ada pertimbangan teknis
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lain dari TPN. Selain it
bukan unit kerja/satu
masyarakat langsung, |
yvang akan dievaluasi d
TPI;

1, apabila unit ke
an kerja yang
maka jumiah uni

1
€

itentukan berdasa

ja/satuan kerja yang diusulkan
::nyelenggarakan fungsi layanan
kerja/satuan kerja yang sejenis
kan koordinasi antara TPN dan

3) memastikan bahwa h
yang diajukan telah
nilai pengungkit da
pengungkit 40 untu
minimal nilai pengungk
memastikan bobot n
semua area pengungkij
area pengungkit mini
predikat Menuju WBBM
memastikan nilai komj
minimal 18,25 untuk
dengan ketentuan nilz
minimal 15,75 atau n
WBBM, serta nilai sub
Menuju WBK dan 3,75
memastikan nilai kom
14,00 atau skor survei
diajukan berpredikat N
minimal 3,60 untuk u
Menuju WBBM.
Apabila hasil Pra

memenuhi ketentuan s
unit kerja/satuan ker
evaluasi coleh TPN. Sete
ketentuan sebagaimansg
kerja dianggap mement

6)

B. Desk Evaluasi oleh TPN

i

sil penilaian TP]
emenuhi ambay]
hasil minimal

Menuju WBK
it 48 untuk Menuj

pada unit kerja/satuan kerja

g batas penilaian, yaitu total
75,00 dengan minimal nilai
dan minimal 85,00 dengan
1n WBBM,;

ilai per area p‘e
L untuk predikatlv
mal 75% pada

15
onien hasil “Biro
Menuju WBK d
i sub kompc:neni
jinimal skorsurvei

komponen "‘kinerjjil

onen hasil “Pelay

minimal 3,20 unt
fenuju WBK dan |
nit kerja/satuan [}

evaluasi TPN pad
ebagaimana angkd
ja dianggap tidal
lah itu, apabila un
1 angka 3 hingga 6

Setelah dilakukan pra

evaluasi untuk me

pemerintah dan unit kerja/satuan kerja
pembangunan ZI, maka selanjutnya TPN I
mengetahui kualitas pembangunan ZI teruts

evaluasi ini bertujuan
telah secara konsisten
implementasi pembangun
sesual.

Desk evaluasi dilakuks
data dukungan yang

4

tuk memastikan

f:n berkelanjuta:

ZI telah dileng]

an melatui pendal
telah disampaik

mengidentifikasi informasi

yvang dilakukan evaluasi.
dengan meminta unit
pembangunan zona inte
media/sarana yang efekti
bagi TPN untuk menentuk
unit kerja/satuan kerja

dari berbagai
pabila dipertukar
erja/satuan ke

ngungkit minimal 60% pada
nuju WBK; dan bobot nilai per
emua area pengungkit untuk

asi yang bersih dan akuntabel”
19,50 untuk menuju WBBM
“Survei Persepsi Anti Korupsi”
3,60 untuk Menuju WBK dan
lebih baik” minimal 2,50 untuk

I
untuk Menuju WI? M;

an publik yang prima” minimal
uk unit kerja/satuan kerja yang
minimal 15,75 atau skor survey
cerja yang diajukan berpredikat

a unit kerja/satuan kerja tidak
1 3 hingga angka 6 diatas, maka
memenuhi kriteria untuk di
it kerja/satuan kerja memenuhi

diatas, maka unit kerja/satuan

-
W

'hi kriteria untuk ki evaluasi oleh TPN.

lihat pemenuhan syarat instansi
ang akan mengajukan evaluasi
nelakukan desk evaluasi untuk
ama. dari area pengungkit. Desk
bahwa unit kerja/satuan kerja
1 dalam membangun ZI dan
kapi dengan data dukung yang

aman dan pengujian LKE serta
an  oleh TPl serta dengan
iedia terkait unit/satuan kerja
, desk evaluasi dapat dilakukan
ja untuk memaparkan hasil

itas yang dilanjutkan dengan diskusi melalui

. Hasil desk evally
an keberlanjutan

asit selanjutnya menjadi bahan
proses evaluasi selanjutnya bagi
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C. Evaluasi Lapangan oleh T
Evaluasi lapangan bertfijuan untuk melihr.iit secara Jangsung implementasi
pembangunan zona integritas pada unit |kerja/satuan kerja. Pada saat
evaluasi lapangan TPN dapat melibatkan:

1. perwakilan instansi yang berada padaillevel provinsi yang mempunyai
fungsi pembinaan laydnan utama dari [init kerja/satuan kerja dengan
memperhatikan adanya potensi benturan' kepentingan;

2. instansi lain yang mempunyai kapasitas untuk melakukan evaluasi
pembangunan zona integritas dengan |memperhatikan adanya potensi
benturan kepentingan;

3. para ahli serta akademisi yang mempunyai kompetensi tentang tugas
fungsi dari unit kerja/satuan kerja tertentu.

TPN pada saat evalyasi lapangan akan melaksanakan kegiatannya
terhadap dua aspek:
1. Pada saat melakukan evaluasi lapangan, TPN memperhatikan dan

menguji implementasi enam area perubah@an pada ZI.

Evaluasi lapangan ini menggunakan kertas kerja evaluasi hasil penilaian

TPl sebagai dasar penilaian. Oleh kareina itu, evaluasi lapangan yang

dilakukan untuk memastikan bahwa hpsil penilaian TPl telah sesuai

dengan kondisi yang atfla di lapangan. Apabila terdapat gap antara hasil
penilaian evaluasi lapangan dengan hasil penilaian TPI maka yang
digunakan adalah hasil penilaian evaluasi|lapangan.

2. Aspek hasil yang terdir] atas sub komporien Survei Persepsi Anti Korupsi
dan Survei Persepsi Pelayanan Publik.
Dalam melaksanakan evaluasi terhadap lgasil Survei Persepsi Anti Korupsi
dan Survei Persepsi Pelayanan Publik, TPN memastikan kualitas integritas
dan kualitas pelayan yang diterimg oleh masvarakat/stakeholder
dengan melaksanakan [survei secara larilgsung. Survei ini dilaksanakan
oleh TPN melalui Badan Pusat Statisti}n ataut pihak ketiga yang telah
ditunjuk. Hal yang menjadi perhatian pada saat pelaksaaan survei adalah;:
a Survei dilakukan kepada unit yang memenuhi pra evaluasi awal oleh

TPN melalui PMPZI;

b. Survei dapat dilaksanakan sebelum |atau bersamaan dengan waktu
evaluasi pengungkit (evaluasi lapangan) dan memperhatikan kondisi
yang terjadi pada saat evaluasi;

¢ Survei dilakukan kepada penerimal|pelayanan yang telah selesai
menerima pelayan dari unit kerja/satuan kerja. Hal ini untuk
memastikan bahwa responden telah menerima secara penuh
rangkaian proses |pelayanan sehingga hasil survei akan dapat
memberikan gambaran secara obyektif kualitas pelayanan;

d Minimal jumlah tesponden yang ||dilakukan survei adalah 30
responden untuk satu unit kerja/satuan kerja. Apabila penerima
pelayanan dari unit yang diusulkan gSecara kuantitatif selama kurun
waktu yang ditentukan kurang dari 30 orang, karena memang
karakter unit kerjaysatuan kerja yang bukan pelayanan kebutuhan
dasar, maka tim yang melaksanakan survei akan menentukan dengan
Jjumlah tertentu sesuai kaidah-kaidah|perhitungan statistik;

e. Tim survei harus memperhatikan kofnposisi responden terkait jenis
pelayanan yang dimiliki oleh unit kerja/satuan kerja. Hal ini untuk
memastikan bahwa|hasil survei akan menggambarkan kualitas dari

‘ 32




semua jenis pelayarjan yang diberikan|oleh unit kerja/satuan kerja.

f Pertanyaan survei| mencakup persepsi kualitas pelayanan, yang
meliputi aspek-aspgk yang diatur oleh kebijakan tentang evaluasi
pelayanan publik. Sedangkan persepsi anti korupsi meliputi aspek
tindakan diskriminasi, indikasi keclirangan pelayanan, pemberian
imbalan diluar ketentuan yang berlaku, praktek pungutan liar, dan
praktek percaloan. Aspek pertanyaan pada persepsi kualitas
pelayanan dan persepsi anti korupsi disesuaikan sesuai dengan
kebutuhan survei.

g Ketentuan lebih detail terkait pelaksganaan survei akan disampaikan
setiap tahunnya oleh kementerian setelah mendapat masukan dari
BPS.

—t— =

3. Evaluasi terhadap sub komponen capaiaxil kinerja

Pada saat melaksanaan evaluasi, TPN memastikan bahwa capaian
indikator kinerja utama (IKU) unit Kkerja/satuan kerja telah
sesuai/melebihi dengan target perencanaan kinerjanya. Selain itu,
apabila indikator kinerja utama yang jdigunakan mempunyai standar
target nasional, maka capaian kinerja| unit tersebut minimal harus
sama atau melebihi target nasional yang ada.

Setelah selesai melakukan evaluasi||lapangan disertai pelaksanaan
survei, maka TPN melakukan penilaian déngan menyandingkan LKE hasil
penilaian TPI dengan kondisi yang ditemUkan dari proses evaluasi. Selain
itu, pada evaluasi lapangan ini, TPN juga melakukan pengujian melalui
mystery shopper pada unit/satuan kerja.

4. Tahapan clearance dan panel.
Setelah selesai melakukan rangkai evalQiasi, TPN melakukan clearance
dengan Ombudsman Re¢publik Indonesia)|Komisi Pemberantasan Korupsi,
Komisi yang terkait teknis instansi, serth APIP untuk menentukan unit
kerja/satuan kerja lyang akan mendapatkan predikat menuju
WBK/WBBM. Setelah itu dilanjut kan dengan panel hasil evaluasi.

5. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi.
Selanjutnya TPN menyusun laporan hasil evaluasi dengan menjelaskan
catatan selama evaluasi. Secara rinci,|hasil evaluasi dapat diuraikan
sebagai berikut:

a apabila hasil evaluasi TPN menunjukan bahwa nilai wunit
kerja/satuan kerja fidak memenuhi Kfiteria dan nilai minimal menuju
WBK/WBBM, maka TPN merekomendasikan kepada pimpinan
instansi pemerintah agar unit kerja/satuan kerja tersebut dilakukan
pembinaan;

b. apabila hasil evaluasi TPN menunjukan bahwa unit kerja/satuan kerja
tersebut memenuhi syarat menuju (WBK/WBBM, maka TPN akan
merekomendasikan | kepada Menteri|| agar unit kerja/satuan kerja
tersebut ditetapkan sebagai wunit| kerja/satuan kerja menuju
WBK/WBBM.




D. Penetapan Predikat Menujy
1. Penetapan Unit Kkerj
WBBM.

Berdasarkan rekJ
kerja/satuan kerja ters
Menuju WBK/WBBM.
ditetapkan sebagai Men

Tabel 4. Persyaratan pe

| WBK/WBBM
/satuan kerja 1

mendasi dari T

:mrpredikalt menuju WBK dan

PN, Menteri menetapkan unit

sebut sebagai i

Syarat unit kg
uju WBK/WBBM &

netapan unit kerjz

fl| kerja/satuan kerja berpredikat
-:1jja/ satuan kerja yang dapat
idalah sebagai berikut:

i
|/ satuan kerja menuju

Menuju WBK/WBB /11
_SYARAT-~ . Menuju WBK°{l:" ~ Menuju WBBM
! 85
Nilai Total 75 ' Telah mendapatkan predikat
i Menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit 40 | 48
Bobot nilai minimal per area 60% ! 75%
pengungkit 1 _
Nilai komponen hasil 18,25 ; 19,50
“Pemerintah yang Bersih dan |
Akuntabel” minimal
« Nilai sub-komponen 15,75 : 15,75
“Survei Persepsi Anti (survei 3,60} ||, (survei 3,60)
Korupsi” minimal '
=  Nilai sub-komponen 2,50 | 3,75
“Kinerja Lebih Baik” !
minimal .
Nilai komponen hasil 14,00 i 15,75
“Pelayanan Publik yang (survei 3,20} || {survei 3,60)
prima” minimat !
BAB IV l
PEMANTAUAN UNIT KERJA/ SATUAN KERJA
BERPRED[KAT MENUJU WBH(/ WBBM
A. Pemantauan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpre fkat Menuju WBK/WBBM

Unit kerja/satuan K
WBK/WBBM merupakan
pelaksanaan RB, khususi
integritas anti korupsi. Ole
agar tetap menjaga pelayar]

penurunan kualitas sertd

diperlukan langkah-langkal
Langkah yang harus dilaku,

1. Melakukan pendamping:
kerja yang telah menc
perkembangan pembangt

ferja  yang tel

nya dalam hal
h karena itu, dal
an atau integrita
menjaga dari
1 yang harus dilak

kan oleh TPI:

gapat predikat r

.

unit kerja/ sat\]:ein kerja percontohan terkait

n secara konsist

, mendapat predikat menuju

ualitas pelayanan publik dan
m rangka menjaga unit tersebut
dan memastikan tidak terdapat
perbagai penyimpangan, maka
1kan oleh: TP dan TPN.

|

i R
en terhadap unit kerja/satuan
enuju WBK serta memantau

1k}

nannya untuk m

nuju WB];BM;
| |
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. Melakukan survei intdrnal untuk mer
pelayanan dan integritas. Pelaksanaan

igetahui dan menjaga kualitas

urvei menggunakan metodologi

Q

=

yang telah ditetapkan oleh TPN (Apabila tidak melaksanakan survei internal

tersendiri, TPl dapat menggunakan has

il Survei Kepuasan Masyarakat

vl

(SKM) untuk melihat kualitas pelayanan d
. Melakukan penilaian| internal dan

n integritasj;

melaporkan  perkembangan

pembangunan ZI di unit kerja/satuan ket

menuju WBK melalui PMPZI setidaknya s
kurun waktu tersebut| unit kerja/satual

mendapatkan predikat Menuju WBBM,;

. Melakukan penilaian internal dan melapo

Z1 di unit kerja/satuan kerja yang telah II"I(
dua tahun sekal

melalui PMPZI setiap
monitoring dan evaluasi
WBK/WBBM sebagaimaz

. Melakukani dentifikast
terhadap mal administra
predikat menuju WB
penyelesaian pengaduan

atas unit yang
1a gambar 7);

st di unit kerja/s
K/WBBM, serta
mal administrasi

dan klarifikasi

ja yang telah mendapat predikat
etiap dua tahunan apabila pada

n kerja tidak diajukan untuk

kan kondist atau perkembangan
~tidapat predikat menuju WBBM
i; (contoh surat penyampaian

elah mendapat predikat menuju

apabila terdapat pengaduan
tuan kerja yang telah mendapat
mendorong dan memonitor
ersebut.

B

1
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Gambar 7. contoh s
kerja/satuan kerja yang

urat laporan mloniton'ng dan evaluasi unit
telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM

|

Nomor : (N6
Lampiran s -
Hal : Laporani

Berpred
(WBK)/Y
Kepada Yth.
Menteri Pendayagunaar
Republik Indonesia
Cq. Deputi Bidang Ref
Pengawasan
Di
Jakarta

Dengan hormat, bahwal
Pendayagunaan Aparatiy
Tahun 2021 tentang P
Wilayah Bebas dari Koru

Lingkungan Instansi Pemerintah, kami tglah melakukan pembangunan

Zona Integritas di (Namg
monitoring dan evaluas
Internal (TPI) ZI {Nama |
unit kerja/satuan ke
memenuhi/tidak memen
(WBK) atau Wilayah Bj
berdasarkan catatan TPI
..., (capaian nilai pen
2iennn. (catatan hasil mo
Demikian kami sampai
ucapkan terima kasih.

ymor surat) (Tanggal pelaporan)

Monitoring dan EIJvaluasi Unit kerja/satuan kerja
ikat Menuju {Wilayah Bebasdari Korupsi
Vilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM

2 Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi

ormasi Birokrasil| Akuntabilitas Aparatur, dan

dalam rangka Ifa'laksanaan Peraturan Menteri
ir Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor XX
pdoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
psi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

1 Instansi Pemerintah). Berdasarkan laporan hasil
i tahun (tahun pengajuan) oleh Tim Penilaian
nstansi Pemerintc'th), kami menyimpulkan bahwa
ja (Nama Unitl| kerja/Satuan kerja} masih
uhi kriteria Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
rokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini
bahwa:

gungkit dan hasil
hitoring dan evallfa_si)

kan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami

Pimpinan Instansi Pemerintah

(namg)
NIP.

Selain beberapa hal diata

kerja yang telah mendapatk
harus dilakukan oleh TPN:

1.

melakukan verifikasi
kerja/satuan kerja yang

melakukan  evaluasi
kerja/satuan kerja yang

melakukan verifikasi lap
laporan dugaan mal a
atau integritas di unit }
Menuju WBK/WBBM.

S yang dilakukanI TPI terhadap unit kerja/satuan
an predikat menyju WBK/WBBM, langkah yang

atas laporan mponitoring TPI terhadap unit
telah mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM,;

lapangan secara berkala terhadap  unit
telah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM;

dlf;ngan dan Kklarifikasi dengan TPI apabila terdapat

inistrasi yang diferima oleh TPN terkait pelayan
cerja/satuan kerja yang telah mendapat predikat
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B. PEMBERIAN PENGHAR(
BERPREDIKAT MENUJU W

Sebagai wujud apres
berhasil membangun ZI d4
unit kerja/satuan kerja y
penghargaan kepada unit
menuju WBK/WBBM. Pe
dengan  kebijakan m
memperhatikan ketentuan

. PENCABUTAN PREDIKAT |

Pada unit kerja/sat

kerja sudah tidak memen

administrasi, maka sec

Menteri PANRB untuk mencabut predikat
kerja/satuan kerja tersebut. Selanjutnya, ur
dicabut predikat menuju |{WBK/ WBBM, tis
untuk mendapatkan predikat Menuju WBK s

pencabutan diterbitkan.

. REPLIKASI
BERPREDIKAT MENUJU

Sebagai upaya untuk mendorong percep
, maka perlu dilalk
kerja yang telal
dapat dilakukan o
an melakukan st
dimiliki. Selanjuth
ih untuk mendorof

kerja/satuan kerja lainny
dari unit kerja/satuan

WBK/WBBM. Replikasi ini
sedang membangun deng
dengan karakteristik yang
internal instansi pemerinta
pada unit yang telah men
replikasi terhadap unit k
menuju WBK/WBBM akan

Terbangunnya unit kerja yazr
percontohan yang sedang berup
anti korupsi dalam rangka percer

YAAN  BAGI
'BK/WBBM

n dalam rangka 1
ang lain, instansi

kerja/satuan kej
mberian penghalig
asing-masing
peraturan perudalj

PADA  UNIT

U

iasi kepada unit

VIENUJU WBK/WHE

an kerja yang t?
WBK/WBBM apabila berdasarkan laporan d
1 kriteria menuju
evaluasi lapangan berkala atau verifikasi
melakukan klarifikasi dengan TPI ditemu

tertulis TPN &

KERJA/SATU
K/WBBM.

Il

i1]

1
K

NIT KERJA/SATUAN KERJA
1

kerja/satuan kerja yang telah
endorong pembangunan ZI pada
pemerintah dapat memberikan
Hanya yang mendapat predikat
raan tersebut diberikan sesuai
Istansi  pemerintah dengan
1gan yang berlaku.

BM

lah mendapat predikat menuju
ari TPl bahwa unit kerja/satuan
WBK/WBBM. Berdasarkan hasil
apangan oleh TPN dan setelah
ran bukti bahwa terdapat mal
lkan merekomendasikan kepada
menuju WBK/WBBM pada unit
it kerja/satuan kerja yang telah
dak dapat diajukan lagi untuk
elang 2 tahun setelah penetapan

JAN KERJA YANG TELAH

dapatkan predika

BAB V
PENUTUP

g berpredikat me

natan reformasi bi

erja/satuan kelje}
berjalan secara si

raya melakukan 1'3

atan pembangunan ZI pada unit
'ukan replikasi pembangunan ZI
1 mendapat predikat menuju
leh unit kerja/satuan kerja yang
udi tiru dan modifikasi sesuai
ya diperlukan kebijakan di level
ng unit lain melakukan replikasi
menuju WBK/WBBM, sehingga
yang telah mendapat predikat
stemis.

nuju WBK/WBBM dapat menjadi
rbaikan pelayanan publik dan

rokrasi,
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Pedoman ini bersifat dinax
dapat diubah sesuai kebutuhan
yvang ada. Indikator dalam rg
diharapkan secara bertahap dap:
tolerance approach dalam pem]
evaluasi kebijakan pelaksanaan
pedoman ini.

BARAEF KOORDINAS]
NG. ] MSTANSUURITHERIA | PARJF |
3L [2elep A
2 [ ASISTEN D
3| IepERIR 24
4. 1 KARAG . HUKUM
5 i ]

nis, dalam arti
berdasarkan pe

1

|
cetentuan-ketentuan didalamnya
embangan lingkungan strategis

ngka penetapan||predikat menuju WBK/WBBM

. pembangunan

LA ODE

t diubah sehinggg'semakin mengarah kepada zero
berantasan korup Rl Oleh karena itu diperlukan

ZI untuk mengetahui efektivitas

|
WALI KOT'A BAUBAU,

|
NHMAD MONIANSE

| l 38




LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : @z TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU.

L% . Catatan/Keterdngan/Penjelasan -

ZONA

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI

DAN

A [PERQUNGRKIT- 60,00 60,00 100,00%
I. [FEMERURAR 30,00 30,00 109,00%
1. JMANAJTEMER FERUNAHAN <,00 4,00 100,00%
L [Pooywsunan Tim Kerja 0,50 0,50 100,00%
s telah membentule tn untuk Yo, juka Tiem telah dibentuk di datam wnit kerjo. Yo/ Tidak Ya 10
b. [Penentuan angeess Tim dipiiib melatu aJdikn d prosccurs 2ang-jelas dan
Iprosedur fmekanisme yang jelss mewakili achzruh unsur dalam umt kerja
b. Jika stbagian mroggunakan p dur yang mewalkili ABfc A 1.0
sebagian besar unsur dolem wnit kerja
oo Tk Yidak A7 ectekal:
1 Rancans Pembongrinen 2one Integritas 1,00 1,00 100,005
a.{Tendapat dokumen rencona kerja pembangunan ¥a, jias memilikl cefconn kerjn pembangunan Zona
Zona Integrites memuju WBX/WBBM [ntegrizas, Yo,/ Tdak Ya Lo
b.Jiutam dokvmen pembangunan terdapat target- . Jika srmun target-target prioritas relevan dengan
target prioritos yang selevan dengan tjuan nuanpembangunsen WBK SWEEM
pembangunnn WILK,/ WEEM b. Jika sebaglan target-target prioritas relevan depgan AfBsc A 100
tifunn pombongunan WK/ WDBBM
. .Jika tidak adn target-torget priotitas yang relevan
drn. 5% mbarn WBX/WEBBM
o] Terd Yohanidng Dl HeA T DRI ""“I'DTn'rH'i'h_c“Ti?ﬂF-Wﬁ—: rpmintsn madin folciie _
mensoaintixngilnn pembangunan WHH/WHRAM interaldif yung efedoif Untuk menginformasikan
pembanmunan ZI kepada intemal dan stakeholder secam
berlmin
b. Jika perpelelann mediafakthvitas interalof ditakukan AfB/C A 100
necara terbats dan tidak secam berksln
. Jika pengelolnan medin/aktivitas interakuif behum
|dilstoukan
Hl.|Pemuntzpan dan Evahuas) Prmbasgunan 1,00 1,00 100,00%
a |Seluruh keglatan pembangunan sudah . Jikn semun keglatan pembangunan tefah dilaksanakan
dilnkasnakan scsinl dengan rencana srsuni JENZAR Fereana
b. Jikn sebagian besar kegintan pembangunan teloh
dilaksenaken scsuai dengan rencana
i, Jikn sebagian kecll kegintan prambangunan telah A/B/C/D A 10
dilaknanskan sesunl deggan rencany
. Jika beium eda kegiatan pembangunan yong ditakukan
sexunl denpan rencana
b.{Terdapat monitoring dan evnhingi tevhadep . Jika monitoring dan oraluaxi melibatkan pimpinan dan
pembangunan Zona Integritas dilakyukan ascaras berknla
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. [lzaif Menitoring dan Evehuaal tebah
dutindaklanfutt

o Jika srmuac frek dani hasil itorlng dan
evaluani tict internal alas peralagan dan pelakeanaan
Wegiatun Unit WEKWHEM telsh ditirdaklarjut

b. Jika schaginn besar catatnn/ rekomendasi haail
monltoring danevaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatanUnit WBK/WDBBM telsh
Iditindatlanjudl

e Jeho sebagian Jedl catatan eckomerndasi hesil
monitoring dan evaluas! um internal atas perstopan dan
|pelakeanaan kegiatan Unit WBKSWERM telah
ditindak!anjuti

d. Jika catatna/rekomendas] hasil menitoring dan
evalisasd titn internal alas persiopean dan pelalmenaan
kegatrn Unit WRK/WDINM belum ditindaklanjuti

AJBIC/D

L=

{v. |Fetubaluon pals dan brtryn kerja

1,ED

1,80

109,00% |

o [Punpinan berperan scbagal rofe model dalam
pelubsadaan Fembangunan WHK/WBEM

ya, |ika pimpinan menjadi contoh pelaksansan nilaj-pilsl
organisasl.

Yo/ Tidak

Ya

1M

o NP REN Wty DerGhalian

[a-JE ocn perabahan Tebih dileta pian Gan
kerkonttihvsd lerhadap perubsahan pada unit kerjanya
b. Jika agen perubahan Leloh ditetapk belom
berkeniribual terhadap perubaban pada unit kerjanya
¢. Jika beham terdapat apen peruhahan

AJBiC

109

c.L’i‘ah.h dibappun budsys kerja dan pols pikir dl
Bngkungan erpanisanl

4, Jika trlah dilaiaikan tipaya pembangunan budsya kerja
da:s pola pikic dan pu mengurang reat i nraa
perubalian

b Jiks telah dlbakogkan upayn prmbangunan biulays kerja
dun pola pilir tapl masih terdapat realalensiatas
perubahan

¢, Jika beclum terdapat upaya pembangunan budaya kerja

AfBiC

100

dan pola pikie

~fiicn angpets torlibe) dolam pembanpmen Zonw

iﬁt:gm.u TInaRA B R/ Wil dan Grulah-Gytlan oan

inginta diskemodasikan dalam keputusan

b. Jikn srbagian besar angaota tertibot datam
pembanyunan Zona Integritos menuju WK/ WEIAM

. Jikn sebagian kedl anggota terlibat dalam
pembangunan Zona Integrites menuju WDK/WD3M

d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan
Zona Intcpritas monuje WHK/WDBN

AIB{CID

100

2. |FEMATAAN TATALAKRANA

3,50

3,60

100,00% |

L. [Prassdar Opernsional Tetap (SOF) Hegiatan

1,00

1,00

109,00%

A.150P mengacu pada pria proses bisnis instenst

A, Jika scmua SOP unit telsh mengacy peta proses bianis
dan Juga melakuken inovasl yang sclaras

b. Jika scrnua SOP unit telab mengacs peta proaes blania
. fika schagian SOP unil telah mengaca peta proses
bianiy

. Jika belum terdopat S0P unit yang mengacu peta
proges bisnis

A/BICHD

1:
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, : . i o
Telah ditakukan monitering dan don evaluasi
terhadap pemonfaatan tekmologi Informasi dalam
penguimiran kinerjn unit, operasionalizan] STM,
dan pemberian layanan kepada publik

a, Jika lsporan monitoring dan evaluasi tethadap
pemaniaatan teknolegi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian
lsyanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala
b. Jika laporan monitoring dan cvaluast terhadap
pemanfantan teknotogl informasi dalam pengulcuran
kinerja unit, operaslonalisasi SDM, dan pemberian
fayanan kepada publik sudah dllakukan tetapl tidak
secara berkaln

c. Jika tidak terdapat monitering dan evaluas! terhadap
jpemanfaatan teknolog informasi dalam pengulaaran
Lineria unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanon kepada publik

A/B/C

100

a,

L. | Eetesbukaan Informasi Poblik

0,50

100,00%

Kebijakan tentang keterbukaan informaal publik
telah diterapkan

a, Jikno sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Pubtik
(PPID) yang menycbarkan seluruh informaei yang dapat
diakses sscora mutakhir dan lengkap

h Jika sudah lcrdnpm PPID yang menycharlmn sebagian

PRRTIRS

AfBIC

100

informasi yengdanat ecnre rrutaichir-dory
lenghap
e, Jika belum ada PPID dan belum melakukan

penyebaran informasi publik

«|Telah ditakukan monitoring dan evaluasi

pelak 1 Leebijakan | bukaan informasi
publik

a. Jika difakukan monitoring don evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah
ditindeldanjuti

b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijekan
keterbuksan infortnasi publik telah dilajulkan tetapl
belum ditindaklanjut

c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksannan kebijakon
keterbukaan informasl publik belum dilakukan

A/BJC

1,00

3.| PENATAAN SISTEM MANAJEMEN 8DM APARATUR

100,00%

i

20 Hebutohon Pepawal sosual dengan_

¢,25

u\n'o-nw

e ttnhan Fep tengan | pg—

B.| dpy

Kebutuhan pegavai yang disusun oleh unit krrjz;
meagacu kepoada peta jabaran dan hasil apalisia
beban kerja untuk masing-masing jabatan

Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja
mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban

kerja untui masing-razing jabatan.

Ya/Tidak

100

v

Penempatan pegawni hasil relenatmen mumi
mengacu kepada kebutuhan pegawni yang telah
disusun per jabaran

o Jlkn semun penempatan pegawal hasil rekrutmen

murni mengacu Hepada kebutehan pegawal yang telah

disuaun per jabatan

b. Jika sebagian besar pencmpaum pegawai hasil

relrutmen murni meng da kebutthan pegawnai

yang telah disusun per jnba\::m .

c. Jika sebagian kecil penempatan pegawal haalt

rekrutmen murmni mengacu kepada kebutuhan pegawni
yang telah disusun per jabatan

d, Jika pencmpamn pegawai basil rekrutmen murni tdak

butuhan pegawai yang telah disusun

e Falimsmn

A/BfC/D




Telah dilakukan monitoring dan dan evataasi
terhadap penempatan pegawal rekrutmen untuk

terhadap penempatan pegawai hasll rekrutmen untuk

memenuhi keburuhan jabatan dalam organiansi memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah Ya/Tldak Yo k)
telah memberikan perbaikan terhadap kinerja memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
unit kerin
il [Pola Butasi Internal 0,50 0,50 160,00%
.| Dalam melakuban pengembangnn karier ¥n, jika dilakukan mutnsi pegawai antar jabaton sebagad
pegmwal, telah dilafnakan mutasi pegawai antar wtjd dar] pengembangan karler pegawal, ¥Ya/Tidak Yo 150
b.|Dalam melakukan mutasi pegawal antar fabatan a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah
telah memperhatikan kompetenai fabatan dan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikut pola
mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan mutasi yang telah ditetapkan organtsasi dan juga umit
kerfa memberikan pertimbangnn terkast hal ini
b. Jika semua mutasi pegawai antar Jabatan telah
memperhatikan kompetenai jabatan dan mengikuti pela
mutasl yang telah ditetapkan organisesi
<. Jika ecbagian besar mutnsi pegawai antar jobatan telah
perhatikon kompetens! jobatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetaplan nmnni.usl AIB/C{D/E A um
d4_Jikn schagian keoll semua Lantap
fabatan telal me memperhatikan knmpctcnm jabatan den
mengilit pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
¢, Jika mutasi pegawai antar jabatan belum
metnpcrhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetapkan organisasi
. |Telah dilakukan monitoring dan eveluasi Ya, jika sudah dilakukan menitoring dan evalunsi
terhadap kegiatan mulasi yang telah djlakukan terhadep kegiatan mutasi yang telah dilekukon dalam Ya/Tidak Ya 10
dalam X ya dengan perbaikan kinerja {knitannya dengan perbaikan kinerja.
i, | Pongembangan Pegawal Berbrade Hompetenal 1,28 128 100,00%
& 1Unit Kerja melaloaknsy Training Need Analysis Yo, jilka sudah dilakultan Training Need Analyzis Untuk Ya/Tidak ¥a ' 1
Untuk pengembanggg komgc__tenai pen ko s, o
eI oslam mcnys penge " i . n ——
- lmmpct:nsi pegawad, telah mempcnmbangka.n
hasil p lolann kireria pegawal
komp i pegawal rtimbangkan hasil
pengelolann Jinerfa pegawal A/BIC/D A 10

c. Jikn acbaginn kecil rencona pengembangan k et

pegawal mempertimbangkan hasil p:nge]nlaa.n Iun:lj-a
peawnd

d. Jika belum ada rencana pengembangan kempetenai

pegawal yang mempertinbangkan hasil pengelolaan
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unhik masing-maalng jabamn

.| Tingkat kesenjangan pci pcp yang I
ada dengan stondar kompetenai yang ditetapkan

a. Wika per::nl.ns: kcaeruanga.n kompetensl pegawal

standar k I 1 yang ditetapkan zebeaar
<25%
b. Jika p ! [angan Jompetenal pegawal
derigan standar kompetensi yang di kan sct -
>25%-50%
c. JLka sebaginn bcnar kampet.:n.ul pegawal dengan
ang untull masing-

mosing jnhnlr.m »50% 75%
d, JHiksg per Kkrsenjangan k i pegawnl

‘dengan nf.&nd.a: lkompetenal yang dl:ctupkan aschesar
»75%-100%

AfBiCD

1,00

d.{Pegnwad di Unit Kerja teluh memperoleh
kesempatan/hak untuk mengiirut dikiat

maupi peogembangan dampetensi lainnya

2. Jlm selunh pegawal di Unit Kerja telah memperolch
kesemnpatan fhok untule mengikut diklat maupun
progocmbangan kempetensf lainmya

b. oJika sthagian besar pegawal di Unit Kerja telah
memperolen keaempatan;hak unbtuk mengkuti diklat
MALPUN komy i lafnoya

c. Jika sebaginn kel pcglwnl di Unit Kerja telah
memperoleh hzsempa.tu.n/ hak untuk mengilcutl dilelat

Mmauorn i loinnsm

A/B{C/D

1,00

d. Jika belum ﬂdnpcgawnl dl Unit ¥erja telah memperolch
Lesempatan /hak untuk mengikut dildat maitpun

penpgembangan kompetensl lainnya

Ll kuj-u mlakukan upays pengcmbangnm
kompeters| kepada pegawal (seperi

hetuse inyt, {2, AL

e [Dalam p P i } tenai,

pengilogttertann pndn fenchbaga pelad.ha.n in-

a. Jilka unit kerfa melatmkan upayn pengembangan
kompetenel kepada seturuh pegawal

b, Jlke unit kerfa melakukan upaya pengembangan
Lkempetensi kepada sebagipn besor pegawal

. Jlka unit kerfa melakikan upaya pengembangan
kempatens! kepada sebagian kecil pegawad

d. Jike unit kedo belum melalouian upaya pengembangnn

AfBIC/D

1,00

kompetensi kepadn pegawal

f. [Telah dilakukan man|mrlng dan evnhmnl.

kaitanmya dzngnn perbnﬂmn ldnarjn

t:rhndnp hasil p k i dalam |

a. Jlka monitoring dan evatuasl terhadap haait
pengcmbangan kompetensl dalam kaitannya dengan
ilkan kinerja teloh dilalukan secarn berkala

h Jika monitoring dan evafuesi terhadap hasil

PEREE A0 Konipetens TANRYR gengen

perbailcan ldnerja telah dilakukan namun tidak aecars

|berkala

0. Jika manttoring dan svalunal terhadap haail
pengembangan kompetenaj dalam kaitannyn dengan
perbaikan ldnerin belum dilatoukan

AIBIC

103

iv.[Pezatapim Kizeris Individa

2,00

100,00%

de: pcxj.uuinn klnnjn organisasl

. | Terd kinega individu yang teriaie

a. Jikn seluruh penctapan kinerja individu terkalt dengoen
kinerfa organisasl serta perjan/ian kincria seloras dengan
snsaran kinerjn pegawal (SKP)

b. Jika oeboglan besar penattapan kinerja individu terkalt
dengan kinerjm arganisasl

<. Jika sacbagian kecll pcncmpan kinerja Individu tesfait

kinerin organi

d. Jika Belum ada| penctapan kdnerfa individu terkale
de kinerja arganisaal

A/BIC/D
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"
El

. |Ukuran kinecja individu telah memilikd
kesesuajan dengan indikator kinerja Individu
ievel diataznya

. Jika seluruh wkuran kineda individu telah: merailiki
kesesuaion dengan indikator kinerja individie leve]
diatasnya serta menggambarian logle model

b. Jika scbagian besar ukatran kinerja individu telah
memililki kesesuaian dengan indikator kineria individu
level diatasnya

c. Jikn sebagian kecil ukuran kinerja individu telah
tmemiliki kesesuaian dengan Indikators kinerja individu
level diatasnya

d. Jika ukuran kinerga individu belum memitili
kesesualan dengan indikator kineria individa level
diatasnva

A/BJCID

1,00

Ea

tatan/Ketemngan/PeJe tasan.

¢. |Pergulcuran kinerja individu dilakuloin secara
periodik

a. Jika pengukuran kinerja individu dilaloukan secarn
bulansan

b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secam
triwulanan

c. Jikn pengulturan kinerja individu dilakukan aecare
eemesteran

d, Jika pengulkuran kinerja individu dilakukan secara

A/B/C/DIE

1,00

TAFTAR

¢. Jika penguluran kinerja individu belum dilakukan

[

.|Elasil penilainn kinerja individu telah dijadikan
dasar untuk pemberian reward

Ya, jika hatil hasil penilaian kinerja individu telah
dijadikan dasar untuk pembérian rewand [Seperti:

pengembangan karir individy, atou penpharpgaan)

Ya/Tidak

Ya

L0

v. |Ponegakan Aturan DisiplinfRods Etik/Kode
Periloku Pegnwal

0,78

0,78

100,00%

a.|Aturan disiplin/kode etii/kode perilaku telah
dilaksanalen fdlimplementasilan

a, Jika unit kerja teloh mengimplementasikan szharuh
aturan disiplin/kode etlic/kode perilaku yang ditetaplean
organisosi dan juga membuat inovas! terkalt aturan
diniplin/kode etik/kede perilal yang seaunl dengan
karakteristil unit kerja

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan selurzh

[aturan disiplin/kode etik/kode perilat yang ditetapkan

AfB/C/D

. Jila unit kerja telah mengimpl tasikan sebagiar
aturan disiplin/kode etik fkode perilaku yang ditetaplan
organisasi

d. Jila unit kerja belum mengimplementasikan aturan
disiplin/kede etikflkode perilalny yang ditetapkan
crganisaei

0,33

0,28

100,00%

vi. [aistem Informus] Hopeguwalan
.| Daota Informasi kepegawaian unit kera telah

dimutekhirkan secara berknla

. Jikn data informasi kepegawaian usit kerja dopat
dinkees alzh pegawni dan dimutakhirkan setisp ada
perubahan data pegawai

b. Jika data informasi kepegawnian unit keria dapat
diakses oleh pegawni dan dimutakhirkan namnn secara

{berkala

¢. Jikn data informasi kepegawalan unit kerla belum
dimutalchivkan

A/BIC

1,00

4. |PERQUATAN AKUNTABILITAS

5,00

6,00

100,00%

L Y oy Y S

~ v

arn Anar
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g parda aoat penyusynan perencanaan

"I Jika pimpinan sclalu terlibat dalam sclisah tabapan

PENYUSUNAN PEIENCARRAN
b. Jika pimpinan llut terlibat dalam sebaglan tahapan

AfBJC A 100
penyusunan perencanaan
e, Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam
penyusuhan perencanaan (hanyn menandatangani)
b.[Unlt kerja telsh melibatikan secara langsung . Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahepan
Impinan sant penyusunan penetapan kinerja penyusunan perjanlian kinerja
b. Jiks pimpinan terlibal dalam sebagian tahapan AJBIC A 100
{penyusunan perjanjian kinerja ’
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam
penyusunan perjantlan kinerja
. |Pimpinan memantau pencapaian kinerjn secara n. Jika pimpinan selahu terlibat datam seluruh
berknla pemantauan pencapalan kineyja dan menindaklanjuti
hasil pemantauan
b. Jika pimpinan unit kerja terilbat dalam seluruh
pemantauan pencapalan Kinerjn tetapi tidak ada tindok
lanjut hasil pemantounn A/B/C/D A 10
¢. Jlka plempinan unit kerja terlibat dalesn sebagion
b TR prTCEpaturT e
d. Jika tidal ada keterlibatan pimpinan dalam
emantauan pencapaian kineria
1l. [Pengelolean Akuntabiiitas Kinsrjs 2,50 F_ . - 2,50 100,06%
a.{Dokumen perencanaan kinerja sudah ada v, jika unit kerja memilild delnamen perencanaan kinerja YafTidak va 100
'1&1&2 .
b. [Perer:canaan kinerja telah herorientns! hasil va, lika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil Ya/Tidak Ya 1,00
¢. |[Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama ya, jika unit kerja memilild IKU Ya/Tidak Ya 100
1K) ’
d.[Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria a. Jika seluruh Indikator kinerjs telah SMART
SMART b, Jika sebagian besar indikator kinerjn telsh SMART
e. Jilea sebaglan kecil indikator kinerja telah SMART A/B/CID A o0
1d. Jika belum ada indikator kinerja yang SMART
e.]Laporan kinerja telah dlsusun tepat waktu Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat Yo/ Tidak v .
wakty
p— f. [Laporan kinerja telah memberiknn informast ‘|a. Jika selunuh pelaporan ldnerja telah memberiltan
tentang kinerja informasi tentang kinerjn
b. Jika sebagian pelaporan kinerfa belum memberikan
informasi tentang kinerja A/B/C A 10
<. JJika seluruh pelaporan kinerja beham memberilcan
inf i tentanp kineca
g |[Terdapat siatem informasi/mekanlzme informasi ¥a, jika terdapnt upnya peningkotan kapaaitas SDM yang Yo/Tidak Ya 10
o {kinerja Rmmnngn_.t_ﬁ akuntabilitns kinerja '
h Unit kerja tzlah berupaya meningkntkan a, Jika seluruh SDM penpelala akuntabilitas kinerja
kapasitas SOM yang menangangi akuntabilitas kKompeten .
: ldnerja b. Jika sebagian SDM pengelola pkuntabilitas kinerja AfBIC A 0
kompeten
. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja
belum ada vang ke en,
5.|PENQUATAN FENCAWASAR 7,50 7,80 100,00%
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Telah dilalcukan gublic campaign tentang
pengendalian gratifikanl

a. Jika pubc ]mlgl telah dilalkean secara berkala
b. Jika public campalgn dilakukan tidak eecara berknla
¢. Jika belum dilakukan public campaign

1,00

Catatan/}reterangan/?crdelasan

o

. [Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

0. Jika Unit Pengendnlinn Gratifiknsi, pengendalian
gratilikasi telahmenjadi bagian dari prosedur

b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upayn pengendalian
gratifikasi telah mulal diakukan

<. Jika telnh membentuk Unit Pengendalion Gratifikani
tetapi belum terdapat prosedur pengendatian

d. Jika belum memitlid Unit Pengendalion Gratifikasi

AfB/C/D

100

il |[Ponerapan Slstem Pengendallan Intern
Pemorintah (BPIP}

1,50

1,80

100,00%

P

Telah dibangun lingkungan pengendalian

a. Jike unit kerje membangun seluruh lingkungan
pengendalian aeauol dengan yang ditetapkan orgn
dan jupa membunt Inovasi terkait lingloungen
pengendalian yang sesual dengan knrakteriatilc unit kerja

b. Jika unit kerja membangun seluruh linglungan

pengendatiazn sesual dengan yang ditetapian organisasi
<. Jika unit kerja membangun scbagian besar lingkungan
pengendalian sesuni dengan yang ditet=ploan erganisasi
d. Jilea upit kerja membangun sebagian kedl linghungan
peungendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
. Jika unit ketjo belum membangun lingkungan
pengendalian

A/BJC/D/E

1,00

o

| Telah dilakukan penilafan risiko atas
[pelaksanann kehijaknn

d. Jika unit kerja melokukan penilaian rislko atas seharub
pelakannaan kebijakan scsual dengan yang ditetapkan
organisagi dan juga membuat i muvasl si terkmit lingkungan

dalinn-ynng seauini- Feterinticunit-keerja;
h, Jika unit kerja melakukan pcui]slan riziko atas seluruh
pelaksannan kebijakan gesuni dengan yang ditetapkan
orgenisasl
¢, Jika melakakan penilalon risiko atas sebagian beans
pelakennann kebijokan eesuai dengan yang ditetnpkan
arganisast
d. Jika melalrukan penilainn risiko atas sebagian kecil
peloknannnn kebijakan scsual dengan yang ditetapkan
organisasl

¢, Jika unit kejo belum melakukan penilalan reaiko

A/B/C/D/E
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|meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

Penilaian

Tek:giamn peng untuk

a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian
untuk meminimalisiy resiko sesnai dengan yang
ditetapkan organisasl dan juga membuat inovas! terlmit
keglatan pengendalion untuk meminimalisir resiko yang
sesunl denpan karakteriatik unit kerja

b. JJika unit kerja melakukan kegintan pe dali
untuk rmeminimnlisir.resike sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi

c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan
pengendalian untuk meminimalisir resiko

AfBJC

Ca.tatanﬂfetcrangam’?eqje[asan

SFi telsh diinformasiknn dan dikemunikasikan
kepada seluruh pihak térkait

. Jika SFI telah diinformasikan dan dikomunikasiken
kepada scluruh pihak terkait

b, Jika SP{ telah diinformasikan dan dikomunikasiknn
kepada gebagian pibak terknit

c. Jika SPI belum dilnformasikan dan dikemunikasikan
kepadn pihak terknit

ArBfC

100

1,50

1,50

A unit MenpIMplementasikan acluruh
kebijokan pengaduan magyarekat sesuaf dangon yang
ditetapkan organisasi dan jupa membuat inovasi terkalt
pengaduan masyarakat yang sesuni dengan karakteristik
lunit kerja

b. Jika uni? kerfa telah mengimplementasikan selurph
kebijakan pengaduan masyarakat szsuai dengan yang
ditetapknn organisani

c. Jika unit ketja belum mengimpl

pengoduan masyarakat

tiean kebial

A/BIC

100

-

peogaduno masyarakat dtindaklanjuei

Ya/Tidak

Ya

1,00

Telah dilakulan menitoring dan evalunsi atas
penanganan pengeduan masyarakat

va,pengaduan masynakat ditindaklanjuti
a. Jika penanganen pengaduan maayaraket dimenitoring
dan evaluasi secara berknla

b.-Jika penang; pengadunn masynrekat di itoring

an uasi tetapi idak sccara berkaln
c. Jika penanganan pengaduan masyarakat betum di
monitering dan evaluasi

AR IC
EAal B

Hasil evalunsi atan penanganan penpgaduan
masyarakat telah ditindaldanjuti

A Jika selurub hasil evaluasi atas penanganoan
pengnduan telah ditindakianjut aleh unit kerja
b. Jika achaginn hosil evaluasi atas penanganan
gaduan telah ditindaklanjut oleh unit kerja

e, Jika hasil evaluas] atas penanganan pengadunn belum
ditindaklanjuti

AfRC

100

tv. | Whistle-Blouing Systam

1,50

1,50

100,00%

a

Whistle Blowing Systern telah diterapkan

a. Jika unlt kerja meneropkan sehuuh kebijakan Whistle
Bloukng Systemt sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
dan juga membuat inovasi teckait pelaksannan Whisile
Blowing System yang scaual dengan karakreristik wnit
herja

b. Jika unit kerja meneraplan kebijakan Whistle Blowing
System scsuat dengon yang ditetapkan organisnsi

c. Jika unit kerjn belum menerapkan kebijakan Whistle
Blowing System

A/B)C

L00
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Whistle Blouing System

©

. |Teleh d evalunsi atas penerapan

idan evaluasi accara berkala

b. Jika penerapan Whistle Bloudng Systern dimonitoring
dan evaluasi tidak secara berkala

. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di

|monitoring dan evalunsi

1,00

"

Hasil evalunai otas penerapan Whistle Blowing
System telgh ditindaklanjuti

2. Jika scturub hasil evoluasi ates peneropan Whiatle
Blowing Syatem telah ditindaklanjuhi oleh unit kerja
b. Jika sebagian hoesil evalunsi atps penermpan Whistle
Blowing System telah ditindaklanjut oleh unit kerja
c. Jika hasil evatizasi atas pensrapan Whisde Bloaving
System belum ditindakinnjuti

AfBJC

1,00

Penan Banturan

(-4

1,60

100,00%

Telah terdapat identifikasi/pemetann benturan

kepentingan dalarn tugay fungni utama

. Jika terdapat identifilkasi/pemetann benturnn
kepentingan peda seluruh tuges fungsi utama

b. Jika terdapat identifikasifpemetaan benturan
[hepentingan tetapl pada sebagian besar tugas fungsi
utamn

A/B/C/D

1,00

g T DRIy

il terdapat-idertifilorifp
kepentingan tetapi pada sebagian kecil hugas fangsi
utama
d. Jika helum terdapat identiilcasifpemetnan benturan

ikepentin dalam tigas fungsi utama

Penanganan Benturan Kepentingan telah

disosialisasikanfinternalisasi

0. Jidn pananganan Benturan Kepentingan
diseainlinsiknn fdiintemalisasikan ke scluruh layanan
b, Jika penanganan Benturan Kepentingan
disosialiagikarn/dlint Ysasikan ke sebagion besar
layanan

c. Jikn penenganan Benturan Kepentingon
disoainliasikan fdlinternallsasikan ke sebagion keeil
layanan

d, Jika penanganan Benturan Hepentingan belum

disosialipsiken fdiintemelisesilean ke aclizruh ayanan-——

A/BICID

1,00

(g

cliimplementasikan

| Féranganan Bebharan Kepentingen 1ah

Banturan Ker £an
diimpl tasican ke sehirgh Lay

[b, Jika pennnganan Benturan Kepentingan
dlimplementasikan ke sebagian besar layanan

¢. Jika penanganan Benturan Kepentingan
diimplementasilan ke sebaglan keeil layrnon

d. Jikn penanganan Benturan Kepentingan helum
diimplementasikan ke seluruh lnyonan

a.-Jika per §

A/B/CID

1,00

Telah dilakub T

{ atas P

Benturan Kepentingan

. Jika p g Benturan Kepeatingan dievaluasi
secara berkala oleh unit kerja

b. Jikn penangannn Benturan Kepentingan dievaluasi
tetapi tidak secarn berkala olzh unit kerda

c. Jika penanganan Benturen Kepentingen belum

Fdimmunlinnat alali somie Trmmla

AJBjC

1,00
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. {Hasid puatuani Ptga.na.nn
Kepentingan telah ditindaklanjutl

£ - L, . B
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanpanen Benturan
Kepentingan telsh ditindaklanjut] oleh unit kerja,

b. Jika sebaglan hesil evaluas| atas Penanganna Benturan
Kepentingan telgh ditindallanjutf olch unit keda

¢. Jlka belum ade hasll evaluos! atas Penanganan
Benturan Kepentingan yang ditindaklonjuti unit kerfs

A/B/C

00

?dtatan/ﬂetemngunﬂ’eqjélasan

RS

i

5. |PENINGHATAN EUALITAR PELAYANAN FUBLIK

8,00

8,00

100,00%

Standar Pelayannn

1,00

1,00

100,00%

&, |Terdapat kebijakan standar pelayanan

a. Terdapat penctapan Stapdar Peloyanan terhadap
seharih Jends pelayanan, dan sesual ases gerta Komponen
statdar pelayanan publik yang berlaku

b. Terdapat penetapan Standar Pelayanon terhadop
sehaglan fenis pelayanan, dan scsual asas serta
kompanen atandar pelayanan publik yang berlaku

c. Terdnpat penetopan Standor Pelayanan techadap
reluruh Jenis pelayanan, namun tidai sesuat anas sertg
komponen standar pelayanan publik yang berlaly

d. Terdnpat penctapan Standar Pelayanan terhadap

AjB/CID/E

1,00

SCHOEIAn Jems pelayanan, Hamun Hdak esial 5548 SEFR
4

kpmy t pelay publik yarg berlaku
¢. Btandar Pelay 1

belum di

telah dimakd 3!

Peay

a. Standaor yiclayanan telah dimeklumatican pada seluruh
liends pelayaman dan dipublikasikan di website don meiia
lainaya

b. Biandar pelayanan telnh dimakiumatkan pada sebaginn
besar jenis pelayanan dan dipublikaslian minimal di

c. Standar pelayanan telah dimak? kan pada sebagl
[cecil lenls pelayanan dan belum dipablikesikan
d. Standar pelayanan belum dimaklumation pada

A/BJC/D

100

rruh jenis pel an dag bl ip blikanilian

& |Dilaknikan revin dan perbaikan atas stendar
pelayanan

o Dilalcukan réviu dan perbaikan atos dar pelay

dan dilakukar dengan mellbatkan stakebolders {antara
lain : tokoh masyarakat, akedemisl, dunia uspha, dan
lembaga avwndaya yyarakat}, certa fanth
masukan hasil SKM dan peogaduan masyarakat

b. Dilakulean reviu dan perbailtan atas standar pelayanan
dan dilslukan dengan memanfoathan masulkan hasil
SKM dan pengadusn masyarakat, narmmun tanpa,
melibatkan atakeholdera

c. Dilakukan reviu dan perbaikan atag standar pelayanan,
nomun dilalrulin tnpa memehfsation masukan hasil
SKM dan pengaduan magyarakat, scrta tanpa melibatikan
atakeholders

d. Belum dilajaakan reviu dan parbaikan ates standar
pelayanan

A/B/C/D

1,00

d. Jtelah melakukan publiknsl atos standay

Anw ot

ya,lelah melakukan publikasl atas tandar pelayanan dan

Tralhismint malovonan

Ya/Tidalk

50



H.|Budayn Peloyapan Prima
1:

‘Telah dilakukon berbagal upaya penicgkatan

[kemampuan dan/atau kempevenal tentang

penerapan budaya pelayanan prima

e Telah dilnkukan pelatihan /sosialisssi pelayanan prima
secara berkelanfutan dan terjadwal, achingga seluruh
petugas/pelakeana layanan memiliki kompetensi sesual
kebutuhan jenia layonan serta teloh dan terdapat nonev
yang melihat kemampuan fkécaknpan petugaa/pelaksann
layanen

b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima,

dan scluruh petugas fpelakaana layanan memilil
kompetensi sesuaf kebutuhan Jenis layanan

c. Teleh ditalulan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima,
akan tetapd baru sebagion besar petugas/ pelaksana
layanan memilild kompetensi assual kebutuhan jenis
layanan .

d. Telah dilakulkan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima
namun secara terbates, sehingga honya sebagian kecil
petugas/pelakeana Inyanan yang memiliki kompetensi
scaual kebutuhan jenia layanan

e. Belum dilakukan pelatihan/sosiallansi pelayanan
prima, dan sehuruh petugas/ pelaksana layanan betum,

AJB/CIDE

Lo

memiliki kompetensi sesnal kebutuhan ienis la

.|informasi tentang pelayanan mudah diakees

melalui berbagai media

a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses
secara online {website/media sosial) dan terhubueng
dengan sistem informasi pel puhliz nasional

b. Seluruh Informasi teniang pelayanan dapat diakses
secara online [website/media sosial), namun belum
terhubung dengan sistem informasi pelayanan publilkc
nastonal

. Seluruh Informasi tentong pelayanon belum online,
hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non
elektronik)

d. Informazgi tentang pelayanon sullt diakses

AB/C/D

100

d

Telah terdapat sistern pemberian penghargann
dan aankal hagl penugas pemberi pelayanan

a. Telah terdnpat kebijakan pemberian penghargnan dan
sanksi yang minimal memepuhi unsur penilaian: dislp[in.

A =il pefiila

diterapkan sccara rutingberkelanjutan

b. Tclah terdapat kebijaknn pemberian penghergnan dan
sanksi yang minimsl memenuhi unsur penilalan; disiplin,
kinetja, den haail penilalan pengguna lnyanan, namun
belum diterapkan secara rutin/berkelanjutan

. Telah terdapat kebijaknn percherinn penghargaan dan
sanksi, namun bejum memenuhi unsur penilalan minimal
- diniplin, kinerja, dan hosD penilelan pengmina )

d. Belum terdnpat kebijakan pemberian penghargaan dan
sanlsi

A/B/C/D

1,00
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(-8

.{Telah terdapat silt pthcﬂn.n mpcni

kepada penerima layanan bila layanan tidok
scsual standar

a. Telah terdapat eistemn pemberinn kompensaal bila
layanan tidek seaual standat bagl penerima layonan di
seluruh jenis layanan

b. Telah terdapat ajstem pemberinn kompensasi bila
layanan tidak sesual standar bagi penerima layanan di
schagian besor jenie layanan

. Telah tendapat sistem pemberian kompensasi hila
layanan tidak sesual standar bagi penerima layanan di
sebagian Kecll jenia layanan

d. Belum terdapat sistem pemberian kompensesi bila
layzpan tidak sesuai standar

AlBfC/D

o

Terdnpat sarana layanan terpadu/ierintegrnsi

a. Jika scturuh peleyanan sudah dilakukan secara
terpadufterintegrasi

b. Jika sebaglan besar pelayanan sudah dilaloukan secara
terpadu/terntegrasi

¢, Jila aebaginn kecil pelayanan sudsh dilakuken sccara

A/BfCID

1,00

-

Terdopat inovasi pelayanan

terpaduterintep;
d. Jikn tidak nda pelayanan yang dilakukan secara
du/terinte i

a. Jika unit kerfa telah memlliki inovasi pelayanan yang
berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan
pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi

b, Jika unit kefja telah memiltki inavaal pelayanan yang
berbeda dengan unit kerja laln dan mendekatkan
pelayanon dengan masyarakat

¢, Jika unit kerja memilitd inovasi yang merupakan
replikasi dan pengembangan dad § i yang sudah ada
d. Jika unit kerja telah memiild Inovasl akan tetapl
merupaken peloksanaon inovasd darl inatansi pemerintah
e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan

A/B/C/DIE

1,00

1. [Pongelolawn Pe: oan

P

1,00

1,00

100,00%

Terdapat media pengrduan dan konsultnaf
pelayanan yang terintegrasi dengan SPAN-Lapor!

a. Terdapat media konaultas] den pengnduan secara
offline dan online, tersedia peigas khusua yang
menongani, dan terintegrasl dengan SPAN-LAPORL
b. Terdapat medla konsullesl dan pengaduan, secarg
olline dan enline, terscdla petugns khusus yang
Imenangani namun belum terintegrani dengan SPAN-
LAPORL

¢, Terdapat medla konsulteni dan pengoduon secara
ofline dan online, namun belum tersedla petugas khusus
yang menangani

d. Hanya terdapat medla kensultasi dan pengaduan
necara affline

e, Tidek terdnpat media konsultasi dan penpaduan

AfB/CIDJE
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.[Terdepat unit yan mengelola pengndu nn

konaultasi pelayanan

4. Terdopat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan
pengaduan, serta surat penugason pengelola SPAN-
LAPORI di level unit kerja,

b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level inatans{
dan fatay surat penugasan pengrloln SPAN-LAPOR] di
level unit Ket{a, namun unit pengelola khusus untuk
konaullasi dan pengaduan belurm ada

c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk Jonsultasi
dan pengaduan, scrta belum terdapat BK pengelola SPAN-
LAPOR! di level inestansl dan/atau surat penugasan
pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja

A/BjC

10

! C;ftatan/xctcrangarvi’erqglmn

Telnh dilakukan evaluasi atas penanganan
theluhan/masukan dan konsultasi

0. Evaluasi atas penanganah ketuhan/masukan dan
honmultasi dilakukan eecara berkala

b. Evaluasi atan penanganan keluhan/masukan dan
konsultasi dilakukan tidak berkala

c Belum dilalayiean evaluaal peranganan.,

A/BJC

10

keluhan /masukan dan konsultnsi

Iv. {Peallnizn Kepuasaa terthadap Pelay

1,00

100,00%

Teloh dilakukan surrey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan

a. Survei kepuasnn masyarakat terhadep pelayanan
{dilakukan minimal 4 kall dalam setahui

b. Burve] kepuasan masyarnkat terhadap pelayanan
dilatukan minlma) 3 kali dalam setchun

¢. Survel kepuasan masynrakat terhadap pelayanan
dilalkukan minimal 2 kali dalam setnhun

d. Surve] kepuasan mosyarnknt terhadap pelayanan
dilaloukan minlmal 1 kall dalam setahun

e. Belum ditaluikan survel kepunsan masyarakat terhadnp
peloyanan

A/B/C/DJE

100

.|Hasil survei kepunsan masyarakat dapat dlokaes

secara terbulo,

w. Hasll survel kepunson masyarakat dapat diakses agcarg
onling [webaitc, media sosial, dil} dan offline

PR Tea b r T

b Hesisutrci-hepy haryya-dapai-dial

secara offline d.i-lnmp;t layanan
iz Hasil survel keptinsan masyneakat tidak dipublikast

Dilakukan tindak lanjut atas hasil survel
Jkepunsan masyaralat

a. Jika difakulan tindok lanjut otas scluruh basil survei
kepunson masyarakat

b, Jikn dilakukan tindak lanjut atas sebaginn beaar hosil
sutvel kepunsan masynrakat

c, Jika ditalotkan tindak lonjut atas sebagian keedl hasil
qurvel kepuasan maayarakat

d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil surve]
lkepunsan masyarakat

A/BJC/D

1,00

1,00

100,00%

». |Pomanfastan Tekoologl Informani

a

Telah menerapkan teknolog inf: { dulam

{memberilkan pelnyanan

a. Terdapat pelsyanan yang menggunakan tekmologi
informasi pada selurch proaes pemberian layanan

b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi
informaai pada sebagian besar proses pemberian layanan
c. Terdapat pelayanon yang menggunokan tekmologi
informasi pada sebagian kecll proses pemberian layanan
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunokan
teknologl informasl pada proacs pemberian pelayanan

AJBIC/D

1,00
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Ya,j tela rnanb database pc]aynnﬂ.nynng

Catatan/Réterangan/Penjelas

£

drn

terintepran tarintegraai ¥a/Tidek Ya Lo0
b, |Telah dilakukan perbaikan secam, terus menerua 0. Perbaikan dilakuian secara terus-menerus
b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus A/BJC A 1,00
¢, Belum dilalcukon perbaikan
REFORM 30,00 30,00 100,00%
1. |MANAJEMEN FPERUBAHAN 4,00 4.00 100,00%
L |Homitmen dolam peruhahan 2,00 2,00 100,00%
a.jAgen perubahan telah membuat perubahan yang Misalkan dengan kebifakan 1 Agen I Perubaban
konkret di Instansi {dalam 1 tahun) Persentase diperoleh dari Jumlsh Perubahan yang dibruat % 160,00% 1,00
dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan
- Jumtah Agert Perubahan Juminh 2
=Jumiah Perubahan yang dibuat Jumlah 2
b. [Peruhahan yang dibunt Agen Perubahan telnh q
terinterrasi dalam sistem manajemen “ 10, 00% Lo
- Jumlah Perubohan yang dibuat Jumlal 1
-Jumlah Perubahan yang telah dlintegrasikan Jumiat 1
T
i, |Homitmen Pimpinan 1,00 1,00 100,00%
| -|Pimpinan memiliki komitmen terhadap a. Target capaion zona integritas sudah ada di dokumen
pelaksanaan reformasi hirokrasi, dengan adenya perencanann unit kerfa dan ssbagian besar (diatas 80%)
target capaian reformasi yang jelas di dekumen sudsh tercapai
perencanaan b. Target capalan zena integritas sudah ada di dekumen
perencanann unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah
tercopal
¢, Target capalan zona Integritas audah ada di dokumen
perencanaan unit kerjo dan sebagian kecil (dibawah 50%) A/BIC{DIE A 100
audeh tercapal
d. Target capalan zona integritassudah ada di dokumen
perencanann unit kerja, namun belum ada yang tercapal
{maaih dalam tahap pembangunan)
|e=Tidak ndd target capaion zona inlepritaadidokaimen=""
perencanaan unit kerja
Lil. |Membangun Budaya Kerja 1,00 1,00 100,00%
- {instansi membangun budaya kerja positif dan a. Budaya kerja dan pilai-niai organisasi telah
menerapkan nilal-nilal organisasi dalam dinternalisasi ke selaruh anggota organisasi, dan
pelal tugas sehari-harl penerapannya dituangkan dalam stondar opernslonal
{pelaksannan keglatantugas
b. Budaya kerja don nilal-nilal erganisasi telah
dinternallangi ke selizruh angrota erganizas!, namun
fbelum ditupngkan dalam standar eperasional A/BJCID A 1,00
pelaksanaan keglatan /tugas
t. Budaya kerja dan nilei-nilai organisask telah disusu;
namun belum dinternalisasi ke seluruh anggota
organisasi
d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nflai
organisasi
2. \PENATAAN TATALAKSANA 3,50 3,50 100,00%
[ [Pm Proscs Disnis Mempangarnhi 0,50 0,50 100,00%

54



95

00t

a/afo/alv

uriden=)|p UUp ‘URHIEILTIPIP UCHEUTIUMD

Hela) vwen sjusiq sasosd Buepq wpud mSp
EvaLcEUeT) wep yedanp fyeguenr jadie) uep oeleseg '3
BUrEIR S1USL saedid

Buep|g eped [m8p (seuLgsURD e Hedutep fverew
12815 wep ukresey depoyis; veysorjad uep wewIpRzd
seqrpqeden GBp fqnuata) el 8 any By P
H{eduwrop/reemewr 33358 uep veoses weluap

Teness vlnoy yun uped vemesEATP ndumnar yeE

owmn g)us|q wesead Fuwppq eped (oTip [uowicisUL) LIOP
Yedwep/isejuren usp OUIdI) YUiN P JnIny Bapy 2
odurep firopuenl 35201 Uep WeI0RER

woduap pmess efrasf Jm yeje wxpLnEp/uwmdeIsip yeE)
ewern 5/uslq sasexd duepiq eped AP ISEULYsTRY LEBD
Hadurep eppunas wep [ynuadizl (e 3 FURY BNy g
aenfueRyieg BIexEi

NOUEDEPULID 01179 [STN[EA? UED ISEPIEA WETDIETD B[

el e @eq e stuen wavead Sueprg vped pidm
rutoyeuun ep Nedump/jeeyusar rep eeunSIuad
neye wedesausd wop rniadioy eal q Jumig v v

rsmndc mms{aa}l o ﬁw
JOTjURW (eTU veNLaqurai ndereoe YO[R3 S
stusyq ea604d Buepq vped [P woutermmag)u

%00°00T

TEETUvE VTN CONaqmag (I PeCRguanL

ofalv

us1ep2 wop jedes yiqa| Jund uliay nun mussu; touwiead
uestrEERslad FUulopuIM WNRG 4G EeuRaduly |
(w1eTed) [eRiisiunre) WnRq UNUIeY ‘u21eps uep jedad
Y3t Jued vty yun ewauy strelejad fetad
Suaopuswm nduwews YeEl A4S 1suusuwRduy -q

uawp2 wep Jedad niqe) Jues

39 1 [rssm venedsiad uesiesyeed Fualopur
ndwre oep pedaup) YR Hgds [snssnadug 5

weueiered teeuenpered Braopusw wdareas

u4sQ9 Uep 1eda yrqa] Jued jsesfwedie tmmm]
UEp 581U YEEl JedS Ismuanspdu] q

U usp 1edad Qqa] Jued yiqnd ueuedeRd

o't

afalyv

st Busop U U T Sy d S I [y
{rorenad) 1802821091 ARG WIRREY "UHEDR
wop sedaa yiqa) Buel iqnd weuvdued uvewuesered
Buclopuats ndare (o) R4S Enmusuapduwl g
usRa wep ywodan

1931 Bued qgnd veueleed veoweseied Sustapuswe
ndmewt vep 1readauLa] ye) Jads [sraawsidur e

5007001

ustiAead uvetrtexoied Fucropuawt ndwrm

u3pega vop wdar yiqa) Sued ypgnd
UBP |FEI3NULIZ] YER) FHS seuamagiuy] u

[ TE0dB] Spuoimeia epvgiog Ueyeiupomag masTy | 1

TIDs

T Y T

a/ofalv

umsqef uvrueyapadinad mnedoedunw

wnjaq UER THSTELR YBa) SfusK sasosd madg p

rayeqef]

(705 £op Jueany) 30wy uwBeqds ursUTaRpILUsd
syrueduadwsw Uep URSNS|P YB{al sfuElq easaid mag o
umeqgef (34,08 Wep tqal) Jesaq uedeqes uretvyispaiuad|
pruriusdutom yep unsnep e]a) siusg skard vlad °q,
ueynqef Yrunfas urouvtapaiuad

Tyrusiusduwam ep UNSAs)p Yoe) stusyq sasoxd viag v

"
"

umsgs| uroueysapadned

eiieps weSusp sjustq saeaud mad unsnstp ey

. 3




b.

Transformasi digital pada bidang uinlatrm;l
pemerintakan telah mampu memberikan nllai
manfaat bagi unit kerja secara optimal

o. Kriteria hurnf b telah terpenuhl dan penerapan atau
penggunaan dari manfant/dampak dari tranaforrnas]
digital pada bidang edministrasi pemerintahan bagi unit
leerja telah dilakukan validas{ dan evaluasi serta

{ditindaklanjut secara berkelanjutan

b. Kriteria huruf ¢ telah terpenuhi dan manfaat/dampakc
idari transformasi digital pada bidang edministrasi
persarintohan telsh diterapkan fdigunakan oleh unit kerja
sesuvai dengan sasaren dan target manfaat/dampak

c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/danpak
dari trenaformasi digital pada bidang edministrasi
percerintahan teleh mampu dircalisasikon pada unit kerja
seauni dengan sasaran dan target monfaat/dampak

d. Kriteria huruf e t=lah terpenuhi dan kapabilitas
prakiraan dan pelacakan techadap dan target
manfaatfdompak dari traneformasi digital pada bldang

dminiatrasi A0

A/B{C/DIE

1,00

7 Catatan/Ketamganﬂ’erdelasan -

e. Sasaran dan terget manfant/dampak dayi transformass
digital pada bidang sdministrasi pemerintahan telah
direncanakan, dideffnisikan, dan ditetapkan

P

 Transformas| digital pada bidang pelayanan
publik teloh mampu memberiknn nilaf manfant
bagi unit kerja secam optimal

a. Kriterla huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau
penggunasn dori manfast/dampak dari transformasi
digital pada bidang pelayanan publik bagl unit kerja telah
dilakukan velidasl dan evaluas] scrta ditindnklanjuti
secara berkelanjutan

b. Kriteria huruf ¢ telah terpenuhi dan manfaat/dampak

dari formasi Qigital-pada hidang pelayanan. publil

telah diterapkan /dignnaknn oleh unit Kerja sesuni dengan.
sasaran dan target manfaat/dampak

c. Kriterla huruf d telah terpenuhi den manfaat/dampak
dari traneformasi digital pada bidang pelayanan publik
telah mampu direalisesikan pada unit kerja sesual
dengan sasoran dan target manfaatfdampak

d. Kriteria huraf ¢ ttiah terpenuhl dan kapabilitna
prakiraan dan pelaralran terhadep spearap dan target
monfant/dampak dari tansformasi digital pada bidong
[pelayenan publik

e. Basaran dan target manfaatfdampak dori tronsf [
digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan,
didefinisikan, dan ditetapkan

A/BIC/DJE

100

3. |PENATAAN SISTEM MARAJEMEN SOM APARATUR

Kis

nevfa Individy

.00

5,60

100,00%

1,80

L,60

100,00%

a

Ukuran kinerfa individu telah beroricatas] hasil
[outcome) sesuai pada levelnya

a. Seluruh uluran kinerja individu teloh berorientast hasil

llortoome). sesuai pada kevelnya

b. Sebaglan ukuran kinerja individu telah berorientas!
hasil (eutcome) sesuai pada levelnya
c. Tidok ada ukuren kinerja individu yang berorientaai

hasil |ourmmc)

A/BfC
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7 Cétaténfxecérﬁrlga@?btdelasan _

R r—

lan:

il. | Asweaament Peguwal 1,680 1,50 100,00%
a |Hasil asscment telah dijedikan pertimbangan a. Scluruh hasll assessment dijadikan dasar minasi
untuk mutasi dan pengembangan karir pegawal internal dan pengembangan kompetensi pegawai
b. Hasil gascssment belum seluruhnye dijedikan mutasgl
internal dan pengembangan kompetenal pegawnd AlBfC A 1,00
&, Haall assessment belum difadilon dasar mutasi
internal den pengembangan kompetens! pegawal
1il. | Palanggaran Disiplin Pegawal 2,00 2,00 100,00%
alPenurunan pelanggaran disiplin pegawai Persentase pemurunan pelanggnran disiplin pegawai
diperoleh darl Jumlah pelanggatan-tahun sebelurmnysa % 100,00% 100
dilcarangi Jumlah pelanggnran tahun ini kemudian dibagi )
dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya
—fumlaoh pelongparan tahun sebelumnya Jumlah 1
= Jumlah pelangraran tahun ini Jumlah 1]
- Jumlsh pelanggaran yang telah diberikan Jumlah
|ranksi/hyukuman
4.| PENGUATAN AXTURTABILITAS 5,00 5,00
1. |Menl capaian kinerjs unit kerja 2.00 2,00 1040,00%:
P B o 1 M‘ L -1 00%-atau yr) E8 "r leh . darl Jumlaly S Kineria \n:rl:
tebih tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran % 100,00% 1,00
Kinerja
= B ine; Juminh 1
-Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100%
atau leblh Jumiah !
M. |Pemberian Reward and Punishment 1,50 1,60 100,00% |
- |Haail Capaisn/Monitering Perjanjian Kinerjn a. Seluruh capaian kinerja (Perjoniion Kinerja) merupakan
telah difndikon dosar sehagal pemberian d unsur dafom pemberian roward and punishment
and punishment bagi erganisnal b. Sebagion beoar Capalan Kinerja {lebih dari 50%
Perjanjian kinerja) merupoiat unsur dalam pemberian
reward and punishment
c. Bebaglan kecll Capaian Kinerja (Rurang dari 50% A/BJC/D A 1,00
Perjanjian kinsrja) merupakan unsur dalam pemberian
d ard purishmen?
d. Capalan Kirerja (Perjanjian Kinerja] belum menjadi T — —————
unsur dalarn pémberian reward and punishrent
UL |Herangka Logls Kinerja 1,E0. 1,50 100,00%
- |Apskah terdapat penjenjangan kinerja &, terdapat Keranghka Logis kinera yang mengacu pada
{(Kesangha Logis Kinerja) yang mengacu pada Ikineria utama orpanisasi dan digunakan dolom
kinerja utatna orgnnisasi dan dijadikon dalom penioboran kinerja seluruh pegawai
penentuan kinesja seluruh pegawai? b. terdapat Keranghka Logls kinerjo yang mengaou pada e m ke
kinerja utama orgonlsasi namun belum digunakan dolam
penjabaran kinerfa seluruh pegawal A/B{C/D A 1,00
<. Kerangka Logis kinera ada namun belum mengacta
pada kinerja utama grganisasi dan belum digunakan
dalam penjabaran kinezja seluruh pegawai
d. Kerangka Logis kinerja belum ada
5. [PENGQUATAN PENGAWARAR 7,60 .50 100,00%
i, |Meokanisme Peagendalian 4,50 2,50 100,00%
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Telah dilakukan mekaniame pengendalian
{akfivitns secara berjenjang

a. Terdapat pengendolian aktivitas utama erganisasi yeng
tersistem mulal darl perencanann, penilaian risiko,
pelaksanaan, monitoring, dan pelaperan oleh penanggung
[jswab aktivitas serta p!mpinan unit kera dan telah
menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru
vang lebih efektif, efisien, dan terkendali

b. Terdapat pengendalian aktivitas utama erganisaal yang
teraiatem mulai dari perencanaan, penilaian risiko,
pelaksansan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung
[jawab aktivitas serta pimpinan tnit ketja namun belum

{berdampak pada peningkstan kitetja unit kerja A/B/C/DIE A 100
c.Terdapat pengendalian aktivitas utama crganisasi yang
tersistem mulai darl perencanaan, penilaian risiko,
pelok , monitering, dan pelap oleh penanggung
linwab aktivitas
d. Terdapat pengendallan aktivitas utama organisasi tetapl
tidok tersiatem
e, Tidak terdapat pengendalian atas aktivitns utama
Drgantsasl
#. [Ponan, Pi man M t 3,00 % 3,00 100,00%
- |Persentase penabganan pengaduan masyarafat Penilalon ind ghitung realisasi p nan pengaduon| o 100,00% 100 ’
|masyarakat yang harus disglesaikan :
- Jumlah pengaduan masynrakat yang harus
ditindaldanjul Jumlah 1
- Jumlah pengaduan mosyarakat yang sedang Jumlah 1
diprosen
- Jumlah pengaduan masyarakat yang aelcsai Jumlah 1
ditindaklanjut
iil. |Panyampaian Laporan Harta Kelmyaan 2,00 h 2,00 100,00%
L P Laporan Harta Kel Prjabat Negara (LHXPN]
o™~ m—
- |Persentase penyampaien LHKPN Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporken harta
kekaynan diatur dalam:
1. Undang-Undang No, 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 k. 100,00% 1,00
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No, 07
Tahun 2016
S. Instrukal Presiden No. 5 Tabun 2004
6. SE MenPANRE No. SE/03]M.PAN/G1 /2005
-Jdumiah yang harus melaporkan - Jumlah 3,00
- Kepaln satuan kerja Jumlah 1,00
- Pejabat yang diwajibkan menyampaikoen
LHKPN Jumlah 1,00
- Lainnya Jumlah 1,00
-|Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah 3,00
Penyampalan Laporan Harta Kekayzan Aparatur 1.00 100
'

8ipil Negara (LHEABN]
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Persentase penyampaian LHKASN Penyompaian LHKASN diatur dalam:
1, Undang-Undang No. 28 Tahun 1959
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Y% 100,00% 190
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015
-]Jumiah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib
LHKEN] Jumlah 3,60
- Pejabat adminiatratar (eaelon I Jumiah 1,00
- Pejabat Penawas (eselon [V} Jumiah 1,00
- Jumlah Fungsicnal dan Pelaksana Jumiah 1,66
-JJumlah yang sudah melaporken sumlah 3,60
6. |PENINGKATAN KUALITAS PELAYARAN PUBLIK 5,00 8,00
i. |Upaya dan/fatau Inoves] Pelayanan Pobllk 2,80 2,50
a.|Upaya dan/atau inovasi telah mendorong a. Upaya dan/atou inovasi yang dilakuken telah
perbaikan pelayanan publik pada: mendarong perbaikan selurgh pelayenan publik yang
1. Kesegunian Persyaratan prima (lebih Cepat dan mudah)
2. Kemudahan Statem, Mekanisme, dan b Upaya dan/atau incvasi yang dilakukan belum
Prosedur seluruhnya memberikan dompak pada perbaikan
3. Kecep Waltu Peoyelcsalan pelsyngan. publicyang prima {Cepat dan -m_nlgh;
4. Kejelazan Binya/Tarif, Gratia c. Upayn dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai AfBJC/D A 100
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan kebutuhan
6. Kompetensi Pelaksanaf Web d, Belum ada inovasi
7. Perilaku Pelaksana/ Web
B. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penonganan Pengaduan, Saren dan Mesukan
b.|Upaya dan/atau inovasl pada Persentass diperoleh dari Jumleh perijinan/peluyanan
perijinan/pelayanan telah dipermudah: vang telah dipermudah dibagl dengan Jumlah
1. Waktu lebih cepat perijinan/ pelayanan yang terdata/lerdaftar % 100.00% 1.00
2. Pelayanan Publiliz yang terpadu ’
3. Alur lebih pendelk/ainghkat
< Jumiah perijinan/pelayanan yang -
Jterdatafterdaftor Jumlah L
- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah Jumlah 1
kdigermuda.h —
[THIE d 13y 4 2,60 2,60
- |[Penanganan pengaduan pelayanan dilalaakan a. Pengadunn pelayanan dan kensultasi telah direspon
melali] berbagal kanal/media secarn reaponsive dengan cepat melalul berbagal kanalfmedia
dan bertanggung jawab b. Pengadunn pelaynnan dan konsultasi telah direspon
dengon cepat melalui konalfmedia yang terbatas A/BICID A 1.00
c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat *
melalui berbagai kanal/media
d. Pengaduan pelaysnan den kensultasi direspon tambat
dan kanal/media terbatas
TOTAL PENGUHGKIT 60,00
HASIL 40,00 40,00
I. |BIROKRASI YARG DERSIR DAN AKUNTABEL 22,60 23,50
o (Nilai Survey Persepsi Korupsai {Survel Ekaternal) 17.50 Diisi dengan nilai hasil Survel Eksternol atas Persepsi Nilal 400 17.50
¥ Ant{ Korupai {indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK) {0-q) ' "




b |Capeian Kinerfa Lebih Baik der] pada Capaian Kinerja
SBéhelumnya

5,00

El .. [ . ’ .
4. Target kinerja utama tercapal leblh dari 100% dan lebih
baik dari capaian kinerja utama tehun sebelumnyn serta
fehih baik dard ear kiner{a nasional /rate-rata

kinzrio unit yang eejenis;

b anger. kinerja utama tercapal 160% dan lehih baik dard
inh kinérja utama tahun sebehimnya;

c. Targr.t kinerjn utama tercapai 100% atau leblh, namun

tiduk lebih baik dari capalen kinerja utama tahun

sebaumnya;

d. Kineria utama sudah orientasi hasil akan tetapi maslh

e, tarpet Jineria utama sane Hdak tercanai:

A/BjC/DJE

5,00

1. [FELAYANAR FUBLIK YANG PRINA 1780

17,50

100,00%

£, | Nilai Persepsi Kunlitas Pelayanan (Survei El 151

17,50

Dfinf dorgan Filal Haall Survel Ekstemal Kualitas
Pelayanan {Indelks Persepsl Kunlitas Pelayanan Publik /
|IPKF)

Nilai
(04

17,50

_TOTAL HASIL

NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS

40,00

WALI KOTA BAUBAU,

PARAF KOORDIMAS] |

NG § OINSTANSYUNIY KERJA PAF'%.F
1. |S€kpA

2. |ASISTEN 1)

3. {\WCPeetue

4. [EADOG - HUEUM

: ¥

A
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